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1.

BUPATI TOBA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaanj;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3794);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba
Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6474);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020
Nomor 9);

Peraturan Daerah Toba Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024
Nomor X, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Nomor 1);

Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Toba.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yvang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Toba.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pajak daerah.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, atau badan
usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan
yvang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
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yang digunakan untuk  kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi
tanah dan perairan wilayah Daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru
atau NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang
selanjutnya disebut NJOP Bangunan adalah
sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru
setiap jenis bangunan  setelah  dikurangi
penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian
ke dalam  klasifikasi, penggolongan dan
ketentuan nilai jual Bangunan yang akan
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang
selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil
produksi objek Pajak tersebut.

Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang
dilakukan untuk menyesuaikan data yang
disimpan di dalam basis data dengan data yang
sebenarnya di lapangan.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NOPD adalah nomor identifikasi objek
Pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan
Pajak yang mempunyai Kkarakteristik unik,
permanen, standar dengan satuan blok dalam
satu wilayah administrasi pemerintahan
desa/kelurahan.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT
adalah suatu zona geografis yang terdiri atas
sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu
nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu
wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak
terikat kepada batas blok.

Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut
Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan
suatu zona  geografis yang terdiri atas
sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu
nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas
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penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu
wilayah administrasi desa/kelurahan.

Daftar Biaya Komponen Bangunan vyang
selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang
dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai
Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang
terdiri dari biaya komponen utama dan/atau
biaya komponen material Bangunan dan biaya
komponen fasilitas Bangunan.

Penyusutan adalah berkurangnya nilai
Bangunan yang disebabkan oleh
keusangan /penurunan kondisi fisik Bangunan.
Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk
memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan
menatausahakan data objek dan subjek Pajak
Bumi dan Bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek
Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) tahun kalender.

Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun
Pajak sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang
diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas
pemungutan Pajak dan dikenal sebagai pegjabat
Pajak Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek



28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

36.

37.

Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank
swasta yang ditunjuk untuk  menerima
pembayaran PBB-P2.

Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas
pelayanan perbankan secara elektronik seperti
anjungan tunai mandiri.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
MEmproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.

Approval Code adalah bentuk pengesahan
pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara
elektronik yang dibuat dalam format tertentu
serta diproses secara otomatis melalui data
elektronik.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Kuasa adalah surat yang berisi tentang
pemberian kuasa kepada seseorang untuk
mengurus sesuatu yang ditandatangani oleh
pemberi kuasa di atas materai.

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan
yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis
Bangunan gedung.

. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya

disingkat IPB adalah perizinan yang diberikan
kepada perorangan atau Badan hukum setelah
Bangunan selesai dilaksanakan sesuai
persetujuan bangunan gedung dan telah
memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan
bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya
PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima
Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yvang telah dilakukan dengan menggunakan
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formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang Terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan Pajak yvang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang
Terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan
pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan badan
peradilan pajak atas banding terhadap Surat
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Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang
selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan  perundang-undangan = perpajakan
daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakan.

Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi
peralihan wewenang dari seseorang kepada
seseorang yvang lain dengan bermeterai cukup.
Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di
lingkungan Perangkat Daerah atau tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung  jawab untuk
melaksanakan Pemeriksaan di Bidang
Perpajakan Daerah.

Dokumen adalah data dan informasi yang
berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2
antara lain identitas Wajib Pajak, data
kepemilikan, data perizinan, data pembayaran
PBB-P2.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang
dilakukan di Perangkat Daerah.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang
dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek
Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan
oleh Perangkat Daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang
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pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang
disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas
serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
pemeriksaan.

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat SP2 adalah surat perintah untuk
melaksanakan Pemeriksaan.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus
dibayar termasuk sanksi administratif berupa
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-udangan perpajakan.

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan
dan/atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang
ini.

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemegang hak dengan
tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan atau
ruang di bawah tanah untuk menguasai,
memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan,
serta memelihara tanah, ruang di atas tanah,
dan/atau ruang di bawah tanah.

Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum
antara orang per orang, kelompok orang, atau
badan hukum dengan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari
negara yang kewenangan  pelaksanaannya
sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak
Pengelolaan.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam
menatausahakan, menerima, dan melaporkan
penerimaan PBB-P2.

Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian,
penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;

b.prosedur penerbitan, penyampaian SPPT;

c. prosedur pembayaran dan pengangsuran;

d.prosedur pelaporan;

e. prosedur penagihan;

f. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif;

g. prosedur keberatan dan banding;

h.prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;

i. prosedur penentuan kembali dan
penundaan tanggal/saat jatuh tempo;

j. prosedur pemeriksaan; dan

k.informasi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah
sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi:
a.pendataan dan pendaftaran;

b. penilaian;

c. pelayanan;

d.penetapan;

e. pengolahan data dan informasi;

f. penerimaan dan pelaporan;

g. penagihan; dan

h.pemeriksaan.

Fungsi pendataan dan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat
Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran
Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah melakukan
penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam
tahapan-tahapan Pemungutan PBB-P2.

Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, Perangkat Daerah melakukan
penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Fungsi pengolahan data dan informasi
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
Perangkat Daerah mengelola basis data terkait
Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, Perangkat Daerah
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan
tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan
dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, Perangkat Daerah melaksanakan
penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah
melampaui batas waktu jatuh tempo.

Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h, Perangkat Daerah melakukan
Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan
daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian,
Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

(1)

(2)

(4)

Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran
Pasal 4

Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara
Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau
LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di
Perangkat Daerah atau tempat lain yang
ditentukan tanpa dikenakan biaya.
Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani kemudian
disampaikan ke Perangkat Daerah selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek
Pajak atau kuasanya.
Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani
oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan,
harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran
Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas :
a.surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk
tanah yang belum bersertifikat;
b.fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga
dari Wajib Pajak;
c. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau



(5)

(6)

(1)

(3)

(1)

(2)

bangunan yaitu :

1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas bumi
dan/atau bangunan;

2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas bumi
dan/atau bangunan; atau

3. fotokopi bukti hak penguasaan atas bumi
dan/atau bangunan;

d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka 2,
maka harus melampirkan surat izin dari pemilik
Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada huruf c angka 1;

Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi

dikarenakan terjadinya peralihan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan, meliputi:

a.pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;

b.perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak
karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi
beberapa orang dan beberapa bidang; dan

c. penggabungan Objek Pajak.

Bentuk, isi, dan tatacara pengisian formulir SPOP

dan/atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) wajib diteliti oleh Perangkat

Daerah.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam
SPOP dan/atau LSPOP; dan

b. kelengkapan dokumen  pendukung SPOP
dan/atau LSPOP.

Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk,

Perangkat Daerah berhak melakukan

Pemeriksaan Lapangan untuk mengecek

kebenaran data secara riil.

Pasal 6

Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi
dilakukan dengan mengajukan permohonan
kepada Perangkat Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia
dengan mengisi formulir surat permochonan yang
disediakan Perangkat Daerah dan dilampiri



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

dengan :

a.surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk
tanah yang belum bersertifikat;

b.fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak
atau kuasanya apabila dikuasakan;

c. surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh
kuasanya;

d.SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh pemohon;

e. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;

telah melunasi PBB-P2, kecuali untuk proses

mutasi gabung, NOPD yang dihapus wajib lunas

untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang
sebelum tahun berjalan;

g surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (4) huruf c; dan

Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Mutasi data  bersifat minor sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan

atas data yang tidak mengakibatkan perubahan

Wajib Pajak, berupa:

a.pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib
Pajak; dan

b.pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib
Pajak.

b

Pasal 7

Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara kolektif

melalui petugas desa/kelurahan yang telah
ditunjuk dengan cara sebagai berikut:

a. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;

b. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan
jelas, benar dan lengkap selanjutnya
direkapitulasi oleh petugas desa/kelurahan;

c. memeriksa kelengkapan lampiran SPOP
dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (4) huruf b sampai huruf d; dan

d. menyerahkan dokumen Pendaftaran Objek
Pajak secara kolektif ke Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah membuat tanda terima berkas

atas pendaftaran Objek Pajak secara kolektif dan

diserahkan kepada petugas desa/kelurahan.

Perangkat Daerah melakukan verifikasi,

pengolahan dan penetapan data PBB-P2 dari



(4)

(5)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

pendaftaran Objek Pajak Kolektif.

Data objek dan Subjek Pajak yang sudah
ditetapkan selanjutnya dilakukan pencetakan
SPPT PBB-P2.

Berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran
Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan oleh petugas desa/kelurahan untuk
mengambil SPPT PBB-P2 vang tercetak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2
Prosedur Pendataan
Pasal 8

Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Perangkat
Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam
formulir SPOP dan/atau LSPOP.

Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:

a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh
Subjek Pajak dengan cara mengisi,
menandatangani, dan menyerahkan SPOP
dan/atau LSPOP kepada Perangkat Daerah;

b. aktif, yaitu Pendataan oleh Perangkat Daerah
dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau
LSPOP melalui identifikasi Objek Pajak,
verifikasi data Objek Pajak, dan pengukuran
bidang Objek Pajak dengan mencocokkan data
yang ada di Perangkat Daerah dengan kondisi
sebenarnya objek dan Subjek Pajak di lapangan;

Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib

mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi

SPOP dan/atau LSPOP.

SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan

lengkap serta ditandatangani dan disampaikan

kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya

SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak.

Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada

Objek Pajak yang belum terdata dalam

administrasi pembukuan PBB-P2.

Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada

Objek Pajak yang sudah terdata dalam

administrasi pembukuan PBB-P2.

Berdasarkan  hasil Pendataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan

ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib

Pajak atau Fiskus dengan bukti di Ilapangan

dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Bentuk formulir permohonan pendaftaran



(1)

(2)

(4

(5)

(6)

(7)

objek/Subjek Pajak tercantum dalam Lampiran II
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Berdasarkan hasil Pendataan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 terhadap Objek Pajak
diberikan NOPD.

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOPD sebagai

berikut:

a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa
kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;

b. melampirkan  fotokopi bukti kepemilikan
penguasaan atau pemanfaatan; dan

c. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai
tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Pendataan terhadap mutasi penuh  tidak

menghilangkan NOPD lama.

Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah

induk, masing-masing penerima pecahan

mendapat NOPD baru, sedangkan NOPD lama
terpakai sebagai NOPD induk.

Terhadap penggabungan beberapa NOPD, NOPD

terkecil dipakai untuk NOPD induk sedangkan

NOPD lainnya dihapus.

Struktur NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan

urutan:

a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan
kode provinsi,

b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat)
merupakan kode kabupaten;

c. digit ke-5 (kelima) sampai digit ke-7 (ketujuh)
merupakan kode kecamatan;

d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10
(kesepuluh) merupakan kode desa/kelurahan;

e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-
13 (tiga belas) merupakan kode nomor urut
blok:

f. NOPD digit ke-14 (keempat belas) sampai
dengan digit ke-17 (ketujuh belas) merupakan
kode urut objek pajak; dan

g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan Kkode
tanda khusus.

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

®)

(7)

Pasal 10

Dalam melakukan kegiatan pendataan
pemeliharaan basis data PBB-P2, Perangkat
Daerah dapat bekerja sama dengan instansi yang
terkait.

Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam
rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan
oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian
Pasal 11

Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Perangkat
Daerah dengan  menggunakan pendekatan
penilaian yang telah ditentukan.
Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan  sebagai dasar
menetapkan NJOP.
Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:
a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang
terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP
Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak
umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak
khusus.
Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan
penilaian, meliputi:
a. pendekatan data pasar;
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
Penilaian dengan  pendekatan data  pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dilakukan dengan cara membandingkan Objek
Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain
vang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui
dengan melakukan beberapa penyesuaian.
Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk
penilaian Bangunan dengan cara
memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk
membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada
objek yang memiliki nilai komersil dengan cara
menghitung atau memproyeksikan seluruh



pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun
terhadap Objek Pajak  dikurangi dengan
kekosongan, biaya  operasional, dan hak
pengusaha.

Paragraf 4

Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

(1)

(2)

(2)

Pasal 12

Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan
Bumi dan/atau Bangunan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu)
kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan
emplasemennya, yang merupakan suatu
kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan tol;

c. kolam renang,;

d. pagar mewah;

e. tempat olahraga;

f. taman mewah;

g. menara dan sejenisnya

h. bendungan;

i. terowongan;

j. tempat penampungan/kilang minyak, air dan
gas, pipa minyak; dan

k. galangan kapal, dermaga;

Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan

taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sebagai berikut:

a.pagar mewah dengan harga pembuatan
Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) per meter2 ke atas;

b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan

c.taman mewah dengan harga pembuatan
Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) per meter2 ke atas dan/atau
dikomersilkan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan

atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan Kantor Pemerintah
Pusat, Kantor Pemerintah Daerah, Kantor
Penyelenggara Negara Lainnya yang dicatat
sebagai barang milik negara atau barang milik
Daerah;

b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan
semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang keagamaan, panti sosial,



(3)

(4)

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata
digunakan untuk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau sejenisnya;

d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan
suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa
dan tanah negara yang belum dibebani suatu
hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
badan atau perwakilan Lembaga Internasional
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk Jalur Kereta
api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit),
lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau
yang sejenisnya;

h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal
lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati;

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak
Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk

Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap

tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Bupati.

Tarif PBB-P2 sebagai berikut:

a. Sebesar 0,101% (nol seratus satu per seratus)
untuk total NJOP sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b.Sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh
lima per seratus) untuk total NJOP di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah); dan

c. Sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima per
seratus) total NJOP di atas RpS5.000.000.000,00
(ima milyar rupiah).



()

(6)

(8)

(1)

(1)

d. Untuk tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi
pangan dan ternak ditetapkan 0,05% (nol koma
nol lima persen)

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung

dengan cara NJOP setelah dikurangi NJOPTKP

dikalikan dengan Dasar Pengenaan PBB-P2
kemudian dikalikan dengan tarif, dengan rumus
sebagai berikut :

Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP - NJOPTKP) x

Dasar Pengenaan PBB-P2 x Tarif.

Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar

Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk

setiap Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu)

Objek Pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan,

maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (satu) Objek

Pajak Bumi dan/atau Bangunan.

Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan

dalam SPPT.

Pasal 14

Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan
berakhir tanggal 31 Desember pada tahun
berkenaan.

Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan
berdasarkan keadaan Objek Pajak pada tanggal 1
Januari.

Pasal 15

Atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di

kawasan industri dan real estate yang

dipergunakan untuk fasilitas umum dan sarana
sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. tanah dan/atau Bangunan tersebut nyata-nyata
telah digunakan sebagai fasilitas umum jalan,
saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain)
dan/atau sarana sosial (tempat ibadah,
kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), tidak
termasuk dalam pengertian ini tanah dan/atau
bangunan yang telah direncanakan dalam site
plan sebagai fasilitas wumum/sarana sosial
tetapi belum dibangun atau belum selesai
dibangun sehingga belum dapat digunakan
sebagai fasilitas umum/sarana sosial;

b. tanah dan/atau Bangunan tersebut semata-
mata digunakan untuk kepentingan
umum/sosial dan tidak untuk mencari



keuntungan; dan/atau

c. tanah dan/atau Bangunan tersebut dapat
berstatus telah diserahkan oleh pengelola
kawasan industri maupun pengelola real estate
kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-
P2 atas fasilitas umum/sarana sosial
sebagaimana diatur pada ayat (1), Wajib Pajak
harus mengajukan permohonan kepada Kepala
Perangkat Daerah dengan  disertai bukti
surat-surat dan keterangan gambar situasi yang
diperlukan.

(3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang
disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan
gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Perangkat Daerah mengadakan
Pemeriksaan Lapangan yang dituangkan dalam
berita acara Pemeriksaan Lapangan, untuk
meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala Perangkat Daerah dalam mengadakan
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat membentuk tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

Pasal 16

Setiap petugas yang melaksanakan  kegiatan
pendaftaran, pendataan dan  penilaian wajib
merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau
diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT
Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT
Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati
menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN.
(2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang

telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah
dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan
oleh Wajib Pajak.
(3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :
a. pencetakan massal;
b. pencetakan biasa dalam rangka :
(1) pembuatan salinan SPPT/SKPD;



(4)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(2) penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai
tindak lanjut atas keputusan keberatan,
pengurangan atau pembetulan;

(3) tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;

(4) mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.

Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan

pertama tahun berjalan.

Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD Buku I

dan Buku II disampaikan kepada Perangkat

Daerah melalui desa/kelurahan dengan

persyaratan sebagai berikut:

a.surat permohonan salinan SPPT yang
ditandatangani oleh desa/kelurahan; dan

b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk,
kartu keluarga dari Wajib Pajak.

Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD Buku III,

Buku IV dan Buku V disampaikan kepada

Perangkat Daerah dengan persyaratan sebagai

berikut:

a. surat permohonan salinan SPPT yang
ditandatangani oleh wajib pajak; dan

b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk,
kartu keluarga dari Wajib Pajak.

Bentuk  surat permohonan salinan SPPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 18

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan

terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak

terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun

Pajak.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi

pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan

SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan
sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah); dan

b.cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan
lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).

Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai

berikut:

a. bagian atas:



(4)

(3)

J—t

nomor seri formulir;

nama Pemerintah Daerah dan instansinya;
informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2
bukan merupakan tanda bukti kepemilikan
hak";

4. jenis Pajak;

5. NOPD:;

6. letak Objek Pajak;

7

8

9

o

nama dan alamat Wajib Pajak;
nomor pokok Wajib Pajak;
. luas Bumi dan/atau Bangunan,;
10. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
11. NJOP per meter persegi (m2) Bumi dan/atau
Bangunan;
12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
14. NJOP tidak kena Pajak;
15. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
16. PBB-P2 terhutang;
17. PBB-P2 yang harus dibayar;
18. tanggal jatuh tempo;
19. tempat pembayaran; dan
20. penandatanganan.

b. bagian bawah:

1. nama Wajib Pajak;
letak Objek Pajak;
NOPD;

SPPT tahun/Rp;
tanggal diterima;
tanda tangan; dan
7. nama terang.

o B ol S

SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima)
buku daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu
a.buku I jumlah pokok ketetapan Rp.0,00 (nol

e.

rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus
ribu rupiah);

.buku II jumlah pokok ketetapan Rp.100.001,00

(seratus ribu satu rupiah) sampai dengan
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

. buku III jumlah pokok ketetapan Rp.500.001,00

(ima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

.buku v jumlah pokok ketetapan

Rp.2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai
dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
buku V jumlah pokok ketetapan di atas
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

a.

(1)

(3)

(4)

(1)

apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan
setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala
Perangkat Daerah sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran; dan

surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf
a merupakan surat peringatan kepada Wajib
Pajak untuk menyampaikan SPOP dan /atau
LSPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap.

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dapat

memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib

Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan

ketentuan:

a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Perangkat
Daerah;

h. sebagai pengganti SPPT dalam hal pengurusan
persyaratan administrasi yang membutuhkan
adanya SPPT (termasuk untuk yang
dikecualikan dari objek PBB-P2 selain Ohbjek
PBB-P3);:dan

c. sebagai pengganti SPPT dalam hal mutasi PBB-
P2 dan/atau Pembetulan PBB-P2 dalam hal
PBB-P2 tahun berkenaan = telah ditarik
Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dapat

memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD atas

permohonan Wajib Pajak.

Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dapat

memberikan surat keterangan NJOP dan salinan

SPPT/SKPD/STPD.

Bentuk surat keterangan dan surat permohonan

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 2

Penyampaian SPPT
Pasal 21

SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

ketentuan:

a. buku I, buku II, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b,
disampaikan kepada Wajib Pajak melalui kepala
desa/lurah diketahui camat; dan

b. buku III, buku IV dan buku V sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c,huruf
d dan huruf e Wajib Pajak oleh Perangkat
Daerah.

Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak

dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi

SPPT, yaitu meliputi:

a. Subjek Pajak; dan

b. Objek Pajak; dan/atau

c. NJOP.

Pasal 22

Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan
pertama tahun  berkenaan  setelah  selesai
pencetakan massal.

Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-
lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja dari
kepala desa/lurah kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Penyampaian SPPT oleh Perangkat Daerah kepada
kepala desa/lurah dituangkan dalarn berita acara.
Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh camat dalam
rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:

a. camat;

b. kepala desa/lurah; dan

c. Kepala Perangkat Daerah.

Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.
Format berita acara  penyampaian SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti
penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal
diterimanya SPPT tersebut.

(2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam



(3)

(5)

(1)

(2)

(3)

pelaksanaan penagihan.

Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian
bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada
kepala desa/lurah.

Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti
penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak,
kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi
penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan
kepada camat.

Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan
ke Perangkat Daerah oleh camat setiap hari kerja
dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.

Pasal 25

SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan
kepada Wajib Pajak oleh kepala desa/lurah harus
dikembalikan kepada Perangkat Daerah melalui
camat dengan berita acara pengembalian SPPT.
SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau
Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak
dapat ditemukan

Format  berita acara  pengembalian SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran

(2)

(3)

(4)

Paragraf 1
Pembayaran
Pasal 26

PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut
desa/kelurahan.

Pembayaran PBB-P2 vyang terutang dilakukan
dengan menggunakan SPPT/STPD dan/atau
menunjukan NOPD PBB-P2 yang telah diterima
oleh Wajib Pajak.

Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus disetor ke Bank Persepsi atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.



(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Apabila pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur
maka pembayaran Pajak dilakukan pada hari
kerja berikutnya.

Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dalam rangka efisiensi penyetoran PBB-P2 dari

petugas pemungut desa/kelurahan ke Bank

Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Bupati, pihak desa/kelurahan :

a. Membuat jadwal penerimaan PBB-P2
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali;

b. Menunjuk petugas PBB-P2 desa/kelurahan
untuk melakukan penyetoran PBB-P2 melalui
Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Bupati;

Penjadwalan penerimaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan

kepada masyarakat dan dikoordinasikan dengan

Perangkat Daerah.

Pasal 28

Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
layanan perbankan baik secara tunai maupun
non tunai.

Pembayaran PBB-P2 secara non tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
sah apabila jumlah rekening Wajib Pajak yang ada
pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil
didebet oleh Bank Persepsi.

Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang
diterbitkan di tempat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagai
SSPD/STTS apabila telah dicantumkan “Approval
Code”.

Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan SSPD atau bukti pembayaran lain
yang sah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Peraturan Bupati ini.
Pasal 29

PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum
lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Paragraf 2
Pengangsuran Pembayaran
Pasal 30

(1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib
Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan  persetujuan
kepada  Wajib Pajak untuk mengangsur
pembayaran PBB-P2.

(2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan
likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan
besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang
lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan
laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau
SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun
sebelumnya;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami

kesulitan keuangan, dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari kepala
desa/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak
menyelenggarakan pembukuan; atau

2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar
terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu)
dalam hal Wajib Pajak dimaksud
menyelenggarakan pembukuan; seria

3. melampirkan laporan keuangan  tahun
sebelumnya;

. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar

kekuasaannya, yang meliputi bencana alam,

kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas
pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan
paling lama pada tanggal jatuh tempo.

(4) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo peémbayaran
terlampaui, dikcnakan  sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan
maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

(5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan

O



(6)

(2)

(3)

(4)

(1)

B)

(4)

menggunakan SSPD PBB-P2.

Format surat permohonan pengangsuran
pembayaran dan surat persetujuan pembayaran
angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan
Pasal 31

Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah.

Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan
informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2
sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen
lain yang sah dari bank tempat pembayaran.
Perangkat Daerah menerima laporan penerimaan
PBB-P2 dari bank tempat pembayaran paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan
Pasal 32

Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD,

SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat

teguran dan/atau surat paksa.

Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan

upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah

jatuh tempo.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan

upaya persuasif.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi

pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan

STPD, maka penandatanganan STPD dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan
sampai dengan RpS500.000,00 (lima ratus ribu



(1)

(2)

(3)

rupiah); dan
b.cap dan tanda tangan basah untuk tagihan
lebih dari RpS500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah).
Pasal 33

Penetapan SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui

tahapan :

a. Perangkat Daerah memeriksa SPPT/SKPD,
STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5
(lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;

b. Terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang
ternyata kurang bayar, Perangkat Daerah
menetapkan SKPDKB/SKPDKBT;

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan
membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran PBEB-P2.

Penerbitan Surat Teguran, melalui:

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
Pajak  yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan Pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan;

b.dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka dalam waktu 30 (tiga puluh) sejak hari
jatuh tempo Perangkat Daerah melakukan
upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi PBB-P2 terutang;

c. setelah 30 (tiga puluh) hari sejak hari jatuh
tempo, atas permohonan penundaan atau
pembayaran PBB-P2 secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang disetujui, Perangkat Daerah
tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib
Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang; dan

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo,
atas permohonan penundaan atau pembayaran
Pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang
tidak disetujui, Perangkat Daerah menerbitkan
surat teguran.

Format surat teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan  dari

Peraturan Bupati ini.



Pengurangan

(1)

2)

(3)

()

Bagian Keenam
Mutasi, Pembetulan, Pembatalan,
Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dapat
membetulkan SPPT, SKPD dan STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib

Pajak secara jabatan dapat:

a. melakukan perubahan mutasi data
objek/Subjek Pajak;

b. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang
salah;

c. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak
benar;

d. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau

e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan
kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib
Pajak.

Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat

mengurangkan atau menghapuskan  sanksi

administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda
karena:

a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau
wabah penyakit;

b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti
gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab
lain yang luar biasa seperti kebakaran,
kekeringan, wabah penyakit tanaman ataupun
hama tanaman; dan/atau kondisi tertentu
lainnya seperti program percepatan
penyelesaian piutang, pemberian stimulus
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
dan peringatan hari jadi Kabupaten Toba.

Pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda

dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.

Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-

P2 Kepala Perangkat Daerah dapat mengurangkan



(6)

(1)

(3)

(4)

atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2
berupa bunga dan denda.

Pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda
dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-
P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul
Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Mutasi
Pasal 35

Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan
atas data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan
oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang
mengakibatkan berubahnya objek/Subjek Pajak.
Pengajuan permohonan  mutasi/perubahan
objek/Suhjek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan secara perorangan
maupun kolektif dengan ketentuan:

a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah;

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa;

c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani;

d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT
dengan ketetapan tidak lebih dari
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah);

e. melampirkan asli SPPT tahun berjalan;

telah melunasi PBB-P2; dan

g. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu

keluarga dari Wajib Pajak;

2. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf c;

Surat Setoran BPHTB yang telah divalidasi,

dibayar dan dilaporkan oleh PPAT dalam laporan

bulanannya dapat dianggap sebagai permohonan
mutasi PBB-P2 perorangan.

Bentuk formulir permohonan mutasi/perubahan

objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

=n



(1)

(2)

()

(4)

Paragraf 2
Pembetulan SPPT
Pasal 36

Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib
Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama
Wajib Pajak, alamat, luasan Objek Pajak, Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan
kepada Kepala Perangkat Daerah.
Atas permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah
melakukan verifikasi dan pembetulan.
Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sejak diterimanya
pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan
SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan = secara
perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
a. permohonan pembetulan secara perorangan
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. setiap permohonan hanya dapat diajukan
untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat
ketetapan;

2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia disertai alasan yang jelas ;

3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah;

4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa;

5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani,
untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama
Wajib Pajak atau alamat objek atau Subjek
Pajak, sedangkan untuk kesalahan yang
disebabkan karena kekeliruan memasukkan
data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau
LSPOP; dan

6. melampirkan  bukti pendukung sebagai
berikut:

a) surat pengantar dari Desa/Kelurahan
untuk tanah yang belum bersertifikat;

b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun
berkenaan;

c) telah melunasi PBB-P2;

d) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu
keluarga dari Wajib Pajak;
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¢) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
b. permohonan pembetulan secara kolektif harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama
dengan Pajak yang Terutang untuk setiap
SPPT dengan ketetapan tidak Ilebih dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiahj;

2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia disertai alasan yang jelas;

3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah;

4. diajukan melalui kepala desa/lurah
setempat;

5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani,
untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama
Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek
saja, sedangkan untuk kesalahan yang
disebabkan karena kekeliruan memasukkan
data tidak perlu mengisi SPOP dan /atau

LSPOP; dan
6. melampirkan bukti pendukung sebagai
berikut:
a) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun
berkenaan;

b) telah melunasi PBB-P2;
c) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu
keluarga dari Wajib Pajak;
d) surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
c. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar
untuk memproses surat permohonan adalah:

1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib
Pajak; dan

2. tanggal stempel pos, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan
atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak
mengandung persekongkolan antara Fiskus dan
Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan
hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang- undangan terhadap
surat keputusan atau surat ketetapan sebagai
berikut:

a. SPPT;



6)

(7)

(1)

(2)

(3)

b.SKPD;

¢. STPD;

d.surat keputusan pemberian pengurangan,

e. surat keputusan pengurangan sanksi
administratif; |

f. Surat Keputusan Pembetulan;

g. Surat Keputusan Keberatan;

h.Surat Keputusan pemberian imbalan bunga;
dan

1. Surat Keputusan pengurangan sanksi
administratif, surat keputusan penghapusan
sanksi administratif, surat keputusan
pengurangan ketetapan pajak, atau surat
keputusan pembatalan ketetapan pajak.

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat

permohonan sehingga tidak dapat

dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus

memberitahukan secara tertulis kepada Wajib

Pajak atau kuasanya.

Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pembatalan
Pasal 37

Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat

dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut

tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.

Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. data ganda Objek Pajak; dan/atau

b. Objek Pajak tidak ditemukan.

Pengajuan permohonan pembatalan

SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara

perorangan/kolektif dengan persyaratan

a. surat permohonan diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia;

b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah;

c. permohonan kolektif digjukan untuk SPPT
dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);



(1)

(2)

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa;

e. surat pengantar dari desa/kelurahan untuk
pengajuan secara perseorangarn;

f. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu
keluarga dari Wajib Pajak;

g. asli SPPT tahun yang berkenaan;

h.khusus permohonan pembatalan secara kolektif
dengan alasan objek tidak ada melampirkan
surat pernyataan dari kepala desa/lurah yang
menyatakan = bahwa Objek Pajak yang
dibatalkan tersebut tidak akan diajukan
pendaftaran objek pajak baru, baik atas nama
wajib pajak semula maupun atas nama wajib
pajak lain; dan

i. surat keterangan kepala desa/lurah.

Paragraf 4
Pengurangan Ketetapan
Pasal 38

Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat

diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau
karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau

b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam
atau sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada

hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau

karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2. Objek pajak merupakan lahan
pertanian/perikanan/peternakan vang
hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya
orang pribadi berpenghasilan rendah;

3. Pajak berupa lahan
pertanian /perikanan/peternakan yang
hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya
orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

4, Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang penghasilannya semata-mata



&)

4)

(3)

(4)

berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban
membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga
kewgjiban membayar PBB-P2 sulit
dipenuhi; dan

6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilan rendah yang
NJOP per meter perseginya meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang
Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat
memenuhi kewajiban rutin.

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan dan tanah longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah

penyakit tanaman dan/atau wabah hama
tanaman.

Pasal 39

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2
yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
PBB-P2 terutang yang  tercantum dalam
SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi
administratif.

SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yvang telah diberikan pengurangan tidak dapat
dimintakan untuk sanksi administratif.

Bentuk formulir permohonan
pengurangan/pembatalan perorangan dan kolektif
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 40

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dapat diberikan:

a.

sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari



PBB-P2 vyang terutang dalam kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
huruf a angka 1;

sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima
persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4
dan/atau angka 5; dan

sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari
PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) huruf b.

Paragraf 5

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

(1)

2

(1)

2

(1)

2)

Pasal 41

Permohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi diajukan secara
perseorangan/kolektif.

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan
permohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.
Bentuk formulir permohonan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Keputusan Bupati berupa penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau
menolak.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan dan Banding
Paragraf 1 Keberatan
Pasal 43

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati atas:

a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan

b. SPPT dan SKPD.

Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
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(4)

dapat dilakukan dalam hal :

a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan
atau bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi
dan/atau Bangunan yang tercantum dalam
SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya; dan

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan
perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib
Pajak dengan Fiskus.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diagjukan secara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan

b. perorangan untuk SKPD.

Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan

ketetapan sampai dengan Rp.200.000,00 (dua

ratus ribu rupiah) diajukan secara perorangan
atau kolektif melalui kepala desa/lurah yang
bersangkutan.

Keberatan atas SPPT dan SKPD dengan ketetapan

di atas Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan.

Bentuk formulir permohonan keberatan atas

pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) diterima, harus menetapkan keputusan
atas keberatan yang diajukan berdasarkan berita
acara Pemeriksaan.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan
tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang
Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.
Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, maka keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Penetapan keputusan atas keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.



(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Formulir berita acara Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
wajib pajak membayar PBB-P2 yang terutang dan
pelaksanaan penagihan Pajak.

Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala
Perangkat Daerah menerbitkan SPPT/SKPD baru
berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah
saat jatuh tempo pembayaran.

SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak bisa diajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding
Pasal 46

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh
Bupati.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Bagian Kedelapan

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran

(1)

(2)

Pasal 47

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2

kepada Bupati dalam hal :

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari
yvang seharusnya terutang;

b.dilakukan pembayaran PBB-P2 vyang tidak
seharusnya terutang; dan

c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b adalah Pajak yang masih harus
dibayar termasuk sanksi administratif berupa
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi

karena :



a. perubahan peraturan;

b.surat keputusan pemberian pengurangan,

c. surat keputusan penyelesaian keberatan;

d.kesalahan penetapan;

e. kekeliruan pembayaran; dan

f. keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan sekurang-
kurangnya
a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
b. STPD.

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan
pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan :
a.SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar

ternyata lebih besar dari yang seharusnya
terutang;
b.SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan
jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar
ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang
seharusnya terutang.

(5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 48

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang Pajak lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak
atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan
tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak yang
akan terutang.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kesembilan
Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/Saat Jatuh
Tempo
Pasal 49



(1)

(2)

(3)

Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat
menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo
pembayaran dikarenakan keterlambatan
diterimanya SPPT.

Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat
menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian
SPOP karena sebab-sebab tertentu.

Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo
pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh
tempo pengembalian SPOP atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala
Perangkat Daerah.

Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh
tempo pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan permohonan tanggal jatuh
tempo pengembalian SPOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Informasi
Pasal 50

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang
berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 51

Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak
dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah
kedaluwarsa.

Penghapusan piutang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala
Perangkat Daerah.

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jumlah piutang Pajak;

c. Tahun Pajak; dan

d. alasan penghapusan piutang Pajak.

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
a. SPPT;



b. SKPD;

c. STPD; dan

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah.

(5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang
menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi disebabkan
a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak

dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak
dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak
mempunyai harta kekayaan lagi;

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena
Objek Pajak sudah tutup;

d. hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa; atau

e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena
sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat
ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai
dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak
dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam,
kebakaran dan lain sebagainya.

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut
data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi disebabkan
a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus,

direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik
modal atau pihak lain yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator atau
kurator tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak
memiliki harta kekayaan lagi;

c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan
dengan penyampaian salinan surat paksa
kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator,
pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara
langsung maupun dengan menempelkan pada
papan pengumuman atau media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah
kedaluwarsa; atau sebab lain sesuai hasil
pemeriksaan.

Pasal 52

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1), wajib dilakukan
Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan
administrasi oleh Perangkat Daerah yang hasilnya
dibuat uraian Pemeriksaan.

Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib
Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya
piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan
diusulkan untuk dihapus.

Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk
dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perangkat Daerah menyusun daftar wusulan
penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian
Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan
dimaksud kepada Bupati

BAB V
PEMERIKSAAN
Pasal 53

Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban PBB- P2 dan/atau tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan

dalam hal:

a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan
objek pajaknya dengan benar; dan

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2
selain permohonan karena keputusan
keberatan, putusan banding, putusan
peninjauan kembali, keputusan pengurangan,
atau keputusan lain, yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran PBB-P2.

Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan

atas 1 (satu) Tahun Pajak berjalan dan/atau

tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 54

Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan
Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(2)

Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung
sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan
tanggal LHP ditandatangani.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung
sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan
tanggal LHP ditandatangani.

Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan
dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian
keputusan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran.

Pasal 55

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP
dan didokumentasikan dengan baik.

LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:

a. SKPD; dan

b. SKPDLB.

Bentuk format LHP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56

Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar
pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu
vang telah ditetapkan dapat dilakukan
penempelan stiker dan/atau pemasangan banner
yang menyatakan bahwa "Tanah dan Bangunan
Belum Dilunasi PBB-P2 nya".

Bentuk stiker dan/atau banner sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Bentuk surat keterangan dari kepala desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf
a, Pasal 6 ayvat (2) huruf a, Pasal 36 ayat (4) huruf a
nomor 6 poin a), Pasal 37 ayat (3) huruf e, dan Pasal
37 ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran XXIV
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013 Nomor 33)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal \a_woaﬁ 2024
BUPATI TOBA,
Cap/Dto
POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige

pada tanggal \‘L'}E\m)an' 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KE?M BAGIAN HUKUM




LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR L‘ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No. Formulir

KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Selain yanig disi oleh Petugas (bagian yang disrsir),  diis!
oleh Wajib Pajak
Beri landa sitanig pada Kolom yang sesuai

1 JENIS TRANSAKS! _[ 1. Perekaman Data |_|2. Pemutakhiran Data ___j3. Penghapusan Data

W PR KAB KEC KEL/DES BLOK NQ URUT ]
2. NOP _ D

3. NOP BERSAMA D

A INFORMAS]I TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

avorase ([ OOOO LI O

B-DATA LETAK OBJEK PAJAK-

5. NAMA JALAN 6. BLOK / KAY / NOMOR

TS i ST I (I o S (S ) (S e A I e A T i et o o T N O 1 A A O (RO O P
7. KELURAHAN / DESA 8. DUSUN 9. LINGKUNGAN

N N N A O I Y I

C. DATA SUBJEK PAJAK

10. STATUS D“l. Pemilik DZ. Penyewa D& Pengelola D4. Pemakai DS. Sengketa
11. PEKERJAAN ‘:I1. PNS *) DE. ABRI ™) Ds. Pensiunan *) DAL Badan DS. Lainnya

12. NAMA SUBJEK PAJAK 13. NPWP

1 N N N A
14. NAMA JALAN 15. BLOK / KAV / NOMOR

LI L T T T T T T T T T T T T T T T T LI T T T I I T T I II]

16. KELURAHAN / DESA 17.RW  18.RT

LI LI I T T T T T P T T T T T T T 1711 LI 1 L1 1]
19. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

LI TP T P T T T T T T T T T T T T T 1]

20. NOMOR KTP/NIK
LT 1T T T T 1]

LI 1T P11

at.euasTaNaH [ L T T T [ 1T T T 11 22. ZONA NILA| TANAH [ T]
(M2)
23. JENIS TANAH D1. Tanah + DZ. Kavling DS. Tanah D4. Lahan Produksi DS‘ Fasilitas
Bangunan Siap Bangun Kosong Pangan dan Ternak Umum

Cetatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal darj gaji atau uang pensiunan

BUPATI TOBA,
Cap/dta
POLTAK SITORUS




. [
E. DATA BANGUNAN

24. JUMLAH BANGUNAN [:l:[:]
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan
lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal € ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 1985,

25. NAMA SUBJEK PAJAK/ 26. TANGGAL 27. TANDA TANGAN
KUASANYA

- Dalam hal ini betindak sefaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Datam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
engembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1985

- Batas waktu p

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABA;I' YANG BERWENANG
28. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / 32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /
29. TANDA TANGAN 33. TANDA TANGAN
30. NAMA JELAS = 34. NAMA JELAS
31.NIP 35. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran
KETERANGAN:

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lzin, yang
mudah diketahui oleh umum. Kamo Al
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah uiara, —
selatan, timur dan barat. Saidi

Jalan Kerinci

Jl Semeru

Burhan




NOMUR q TAHUN #2024

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN ORJEK PAJAK No. Farmuiie ) T I I I O |
BANGUNAN INDUSTRI
1: B 1 Perehaman Dma D 2 Pemutakhiran Date D 3 Penghapusan Data

[]1 4 Peniialan individual
PROP  kaAB KEC KEUDES BLOK NO. LRUT KODE 3 JMLBGN

11
2 nNor LU Bl T Tl T TP LT W T T 1 P 4. BANGKE L L1

I BATA UMUN B

5. JCNIS PENGGUNAAN [z cemvong b xenveysr [«
BANGUNAN [Ja s [Je 7angu [C]t struktur Rangka

B,  NAMABANGUNAN [T T T T T T T TITTITTITTITTIT] 7. JUMLAH BANGUNAN [(TT T T Jum

. Janngan Pipe

8. KONSTRUKSI! Da Baja Db Bston Dc. Kompasit !:ld Lainnya
9. KONDISI UMUM [s. sengetsan o eax [Tle. sedang [ o e

70. THN. DIBANGUN CILI T 11, TAHUN RENOVASI CI T 1]

i, GATA KHUSUS BANGUNAN CERDEONG

12. TINGGI CEROBONG T 13, DIAMETER CEROBONG LITTTTT Im
14. BENTUK CEROBONG [ la Pipe Tungges (1752 [ lb. Pips Gands 2 migay
I DATA KHEUSUS SANS
5. TINGGI TIANG (KAK) CI 1w 16. JARAK ANTAR TIANG (KAK) il [

L1
17, TINGG! PENYANGGA [TT m 18. LEBAR PENYANGGA CTTTT

V. DATA RHIJSUS BANGUNAN JARINGAN PIFA

NAN KONVEYOR

18 POSISIPIPA Da Onshare di Bawah Tanah Db. Onehorzdi Atas Tansh Du Onshere di Parintasan
Dci Offshore (Lepas Panial)

20, LEBAR JALUR PIPA (RIGHT OF WAY) LI T T T T = 21, PANJANG JARINGAN PIPA T 11

PANJANG PIPAINIT 23. DWMETERPIPA. [ | ] | m 2#oumad [T T 1

V, DATA KHUSUS BANGUNAN SILS

womuETERSLO [T T [ ] Im
Db Katak

VL-DATA KHUSUS BANGUNAN TANGHK!
28, TINGGI TANGKI T T Jm 30, DIAMETER TANGKI CI I T = . voLumETANGK! [T T T T Jm
32 BENTUK TANGKI [(la sunderTabung [l sphericaimaia
Db‘ D1 Alas Tanah

25. TINGGISILO
28, BENTUK SILO

7. TINGG KOLOM

23, LETAK TANGK: [Ja. oigawan t2nan

Vil DATA KBUS

PANIANG s 3. LEBAR o

KONSTRUKSE| BETON
KOLOM BETON

37. PELATBETON

sewmg  [TTTTdn b tew [TTTTJn « tea [TTT T
BALOK BETON

sbw  [TTTTIm b twa [TTT T

e Jumiah baiok sisl panjans [:]:I:D:ibsaeng b, Jumiah balok sist lebar EEED:I}EI&HQ

KONSTRUKS! BAJA
38, KOLOM BAJA

& Jumlah mm b Tinggt [ ]— ] l I I i [IT‘
]

« o  [CTTTTT] ¢ om |

ANSTRUKTUR RANGKRA

LI S

w

38, BALOKBAJA

° manscksupmey [T T T Iw b smonveocssasr [T T T e veen [TTTT] < seat (T

40. PENGAKU BAJA/BAJA DIAGONAL

2Powe  [TTTT0n bt [TTTTJw0 o vwm [TTTT] «em [TTTTTo

BUPATI TOBA,
Capidio
BOLTAK SITORLIS




= Bz
0 gy T VIll. DATA KOMPONEN FASILITAS

41 JUNLAH & DAYA aspit [ LT [ [ Juit [ ][ Jrx b.window | | [ [ [ Jumt [ [ [ Jrx
¢ Foor [ [ [ [ [ Juat [ ] Jrx [Je. Central

42 JUMLAH LIFT a. Penumpang D:]Uni! b. Barang D:]Unit

43 ESKALATOR a. Lebar<0.8m CT Juni b. Lebar08m | | |unit

44 PAGAR a. Batako D:EDm Tingai D]m b. Bata ED:Dm Tinggi D:]rn.
c. Beton D]:Dm Tinggl I:Dm d. Besi D]]]m Tinggi [:Dm

Pracetak
e. BRC (LTI roosi [T
45 GENSET 46 DAYA LISTRIK Ada
kVA TERPASANG Watt 47 SISTEM AIR PANAS Tdk. Ada
48 SIS, PENGOLAHAN Ada 49 KEDALAMAN 50 RESERVOIR Ada
LIMBAH Tdk. Ada SUMUR ARITESIS m Tdk. Ada
51 PROTEKSI APL: [Ja. Hydrant [Je. Alarm Kebakaran 52 PENANGKAL PETIR EAda
Tdk. Ada
[CJp. Sprinkier [Jd. Interkom
‘ Ada 55 VIDEO Ls (m2) l l
53 JML. SALURAN PABX sal 54 SISTEM TATA SUARA | |Tdk. Ada INTERKOM[_JJmi. Lt
56 SISTEM TV 57. JUMLAH LAPANGAN TENIS 58. LUAS PERKERASAN

a. MATV Ls (m2) ED:l:I:l]
Jmi. L8

b. CCTV ljfn Smij) m Dgn. Lampu lanpa Lampu

| a. Beton I:DBan [:DBan a. Ringan D:D:]:D

59. KOLAM RENANG b. Aspal [ Jean [T lean | b.Sedang (TT1T1T11]

a.luas EEDmZ c. Tanah Liat [DBan [:I:IBan c. Keras D:D:]:‘:I

bh. Finishing Ei‘)ipl&ster
Dan Felapis

IX. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN SELAIN GEDUNG

[J PABRIK/GUDANG
B80.Keliling 61. Tinggi B2. Lebar
dinding m kelom m bentang m

B3.Luas ) L
Mezzanin m
64. Lantai Daya dukung D]]:I:Dkglmz
fipe {1 Ringan {_] Seaang [} menengah []Berat [_] sangat Berat
[ POMPABENSIN 65, Jumiah Kanopi D:’
[ IANGKIMINYAK B6.Posisi [ _Distastanah 67. Kapasitas m X
Di bawah tanah 11 im
VI. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)
sanaisistem | | [T T 1T 1] £, NILA! INDIVIDUAL [ TTTTTT 1]
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI ATASAN PETUGAS PENDATA
70. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI LT[ T T T
74. TGL. PENDATAAN [(TTATTLIT] 75. TGL. PENELITIAN [TTITLTT]
72. TANDA TANGAN 76. TANDA TANGAN
73. NAMA JELAS . 77. NAMA JELAS
74 NIP LITTTTTITITITTITITTT]| e HNEEEEREREEREEEEEE




LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
. BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO. FORMULIR

1. JENIS TRANSAKS [] 1. Perekaman ] 2 PemulshienData [ s Penghapusan Data
[T 4. Peniaian Individu
PR KAS KEG EL/DES BLOK No. URUT KODE 3. JUMLAH BGN 111
2. NoP 1 s I A O D O O O
4. BANGNANKE 11
A_RINCIAN DATA BANGUNAN
5 JeNIS PENGGUNAANBANGUNAN L Perumatian [ 2. Perkantoran Swasta [Js. pan
[J4. voke/ApotikiPasarRuko [I5. Rumah SakitKinik [Js. 0tah RegaRekreasi
[C17. HotetWisma [J8. BengkeliGudang/Pertanian [Cs. Gedung Pemsintah
[J40. Lain-tzin [C]11. Bgn Tidak Kena Pajak [CJ12 Bangunan Parkir
[113. Apartemen [ ]14. Pom Bensin [ ]t5. Tangki Minyak
[116. Geauna Sekolah
6. LUAS BANGUNAN (M2) i o i i T i o I | 7. JUMLAH LANTA 11
8, THN DIBANGUN [TT1]
9. THN DIRENOVAS 11 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) I T1T13J
11, KONDISI PADA UMUMNYA {11 Sangat Baik (]2 Baik []3. sedang 4. Jalek
12, KONSTRUKS! W [z seton []o. sawssta [ 4 xayu
13, ATAP [ ]1. Decrabon Bewn/Glg [ 2. Gig Beton [ Batu Bata [ e kays [ Js.seng
Clazur Aluminium
14. DINGDING ¢ kocw awiigm: 12 Beton Dg a?\amta Bata/ [J4 kayu [1s. seng
15. LANTAI 11 Marmer 12 Keramik 3. Teraso [J4.usinPcr 15 Semen
Kayu
16 LANGIT-LANGIT [ Ausiiciai [[J2 riplelvAsbesi Bambu [ ], Batu Bate
B. FASILITAS
17. JUMLAH AC [T st [I] window 18. AC Sentral [] tas [ ] 2Tdekads
15, LUASKOLAM I:D]] 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2) LI T T Tlringen [T T T JBemst
[] 1 Diplester [] 2 Dengan
Polais CTTTTOseters [T T T T Joengen Penuvp
Lantsi
21, JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU 22, JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
LAPANGAN
TENNIS [ seen o (1] rewmpwng  x<omM [T
[T awa [T [T fasu wososom L]
I Tananuay 1 [T] samng
Rumput
4. PANJANG PAGAR (M) 25. PEMADAM 1. Hydran 1. Ada 2 Tidek Ada
BAHAN PAGAR LLLT] KEBAKARAN U U O
[ 1 eaBes [] 2eaw [z springiter [ ]1.da [z vidak ada
Bslaco
(33 Fire Al 1. ade [J2 Tidak Ada
26, MLSALURANPES. [T T [ | 27. KEDALAMAN SUMUR 1717
PABX ARTESIS (M)
BUPATI TOBA,
Cap/dio

POLTAK SITORUS



2 -

C. DATA TAMBAHAN UNTUK (JPB = 3/8)

[ ] PABRIK/ BENGKELI GUDANG/ PERTANIAN (JPB = 3/8)
28. TINGGI koLoMM) [ [ | 29, LEBAR BENTANG (M2)
30.DAYADUKUNG [ [ T[] 31. KELILING
LANTAI (KG/M2) DINDING (M)

(1]
[ITT]

32. LUAS MEZZANIE (M2)

[LIT]

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD

[] PERKANTORAN SWASTA/ GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)
33. KELAS BANGUNAN [ |1.Kelas 1 [ ]2 Kelas 2 []3.Kelas3 [ ]4.Kelas4
[] TOKO/ APOTIKI PASARI RUKO (JPB = 4)
34 KELAS BANGUNAN [ 1. Kelas 1 [ ]2 Kelas 2 []3. Kelas 3
[ ] RUMAH SAKIT/ KLINIK (JPB = 4)
35. KELAS BANGUNAN [ |1. Kelas 1 [ J2kelas2 [ Ja.Kelas3 [ |4 Kelas4
36. LUAS KMR DGN [TTTT] 37. LS RUANGAN LAIN DGN [(TTT1T]1
AC SENTRAL (M) AC SENTRAL (M2)
[C] OLAHRAGA/REKREASI (JPB = 6)
38. KELASBANGUNAN [ ]1.Kelas1 []2.Kelas 2
[] HOTEL/WISMA (JPE=7)
39. JENIS HOTEL [ ]1.NonResot [ ]2 Resort
40. JML BINTANG [ ]1. Bintang 5 [ JoBintanga [ ]3.Bintang3 [ J4.Bintang1-2 [ 5. Non Bintang
41, JUMLAH KAMAR [T 1T ] 4tskmroeN [ ] T ] ] 43.LsruangtanoeN [ [T |
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)
BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)
44, TIPE BANGUNAN [ ]1. Tipe 4 []2.Tipe 3 [ ] Tipe 2 [ ]4. Tipe 1
APARTEMEN (JPB = 13)
45.KELAS BANGUNAN [ 1. Kelas 1 [ ]2 Kelas 2 [[Ja.ketas3 [ _]4. Kelas4
46.0MLAPARTEMEN [ [ [ [ [ ]| 47.LuAsAPTDGN [ | | | | | 48.LSRUANGLANDGN [ [ [ | [ |
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)
[] TANGKIMINYAK (JPB = 15)
49.KAPASITASTANGKI [ [ T T [ ]  50.LETAK TANGKI [ ]1. Diatas Tanah [ _]2. Dibawah Tanah

(M3)

GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
51. KELAS BANGUNAN [ ]1. Kelas 1

[ ]2 Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( X 1000 Rp. )

52. NILAI SISTEM [TTTTTTTTT] 53, NILAI INDIVIDUAL LT T LT T T LT T ]
F. IDENTITAS PENDATA | PEJABAT YANG BERWENANG ( X 1000 Rp. )
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNGAN || |-| ] |-| [ |
KEMBALI 50. TGL PENELITIAN

55. TGL PENDATAAN

[1]-C10-CT]

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS
58. NIP

LLI-LL-CL ]

80. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS
82. NIP




LAMPIRAN IT :

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

cumwm ENDAFTAR E;efs- JEK PAJAK
STHiaL SR iy .__é,‘i,__,n AT et (SRR '- iy o e e S g L T i

Perihal : Data Baru SPPT Untuk PBB-P2 Tahun .......

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama e e e e e ey e et e e e o e G s R e S S e L
- NIK B R RSN R bR 5k S e 0 0 0 O AN ST S 5 VL
Alamat o TR A RSN SRS S SRR B R SRR F T RET AN ek el e s e e Ed e e wre bt
No. Hp e 10 N

Dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek Pajak :

Jalan v BRERRER AR A nbyrnee r e anvarsRes S
Kelurahan/Desa I ssesisesesesiessEey ey saEre Dsn. / Lingk. : ..o,
Kabupaten /Kota SR Kecamatan  : ...
Karena sampai saat ini objek pajak tersebut belum pernah deenakan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB-P2) (belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2 nya)
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
Pengantar dari Kelurahan / Desa (untuk tanah yang belum sertipikat).
Fotocopy KTP/KK dari Wajib Pajak.
Surat Kuasa (dalam hal permohonan ditanda tangani pihak lain).
SPOP dan/atau LSPOP
Fotocopy bukti kepemilikan / pengelolaan/ penguasaan atas bumi dan/atau
bangunan

S

Demikian surat permochonan ini, terima kasih.

--------------------------------------

BUPATI TOBA,
Cap/dto’
POLTAK SITORUS




LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR Z-f TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN TOBA

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA NOMOR SERI SPPT
PERANGKAT DAERAH SPPT FBEB-P2
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHITUNG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP

. [ | ~ KODE KHUSUS (SUDAH
| . SISMIOP / BELUM SISMIOP)

¢ NOMOR URUT DALAM
SATU BLOK

| ‘—l—s KODE BLOK

E '+ KODE KELURAHAN /DESA
KODE KECAMATAN

KODE KABUPATEN

KODE PROVINSI

L

v

Keterangan :

Digit 1 dan 2 = Kode Provinsi
Digit 3 dan 4 = Kode Kabupaten

Kode Kecamatan
Kode Kelurahan/Desa

Digit 5,6, dan 7
Digit 8,9, dan 10
Digit 11,12, dan 13 Kode Blok

Digit 14,15, 16, dan 17 Kode Urut Objek

Digit 18 = Tanda Khusus (Sudah/belum Sismiop)

li

BUPATI TQBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR L‘ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Ll :_‘_‘,;’ O - m - 7 i
R R . ; 5 \
e e A Tl s T S s P e Tl it

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN .....ccovvvvvnvinnnnn.

Nomor
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Salinan
SPPT
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kab. Toba
Di

Balige
Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Kelurghan/Desa ..................
mengajukan Permohonan Cetak Salinan SPPT kepada Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten Toba Tahun ............ Dengan data sebagai berikut :

Nama
NOP
NIK

Dikarenakan SPPT yang sudah diterima atas nama orang
tersebut diatas ......... Selanjutnya SPPT tersebut akan digunakan untuk
PEOBES . cuvoremenvovesevaongonsvsseosy 0 imss e ssusd s V5 s 5F 0550575553 5500 000000

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas kesediaannya
kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa/Lurah ...................

BUPATI TOBA,
Cap/dte.
POLTAK SITORUS

| NIP.19671217 200604 1 002



LAMPIRANV

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

NOMOR :
SPPT PBB-P2
BUKAN MERUPAKAN BUKT! KEPEMILIKAN HAK

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TE}E{UTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN .. AKUN :
_ 1

vor: | || (]| Iilllll]llIID

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAR
DUSUN /.JALAN 7L S
RT. ... | RW. . DUSUN / JALAN .ovvo oo
DESA / KEL. 10oroi RT. oo / RW. .
KEC. ohooorvveeesomresesorses
KABUPATEN TOBA

NPWD  [J1TTTITTI00
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJ OP{Q';R M2 TOTAL NJOP (Rp)

Bumi
Bangunan

NJOP sebagai dasar pengenaan PEBE-P2 =
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 =
PBB-PZ2 yang Terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

R T ]

)R ER S

NAMA WP Tanda Tangan
Letak Objek Pa]ak Kecamatan
Kelurahan / Desa
NOP D OOOOmOooImoo
S i B < (oeerreeoreersecreensseessssssesesess )

Nama Terang

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR Lf TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERMOHONAN NJOP

A.
@ PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
R PERANGKAT DAERAH
SURAT KETERANGAN NJOP
NOMOR Uiy i
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1 Nams e
2 NIP
3 Jabatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kahupaten
Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retnbusz Pajak Daerah dengan ini disampailkan bahwa sesuai
basis data PBB-P2 di Kepala Perangkat Daerah atas objek paj

Nomor Objek Pajak JTI]‘]‘!FTT]HIIITHIIIHD

Jenis Objek Pajak
Jenis Penggunaan
Letak Objek Pajak

Diperoleh data sebagai berikut :
Luas Bumi . M2

Luas Bangunan . M2
NJOP Bumi . MZx Rp /M2= Rp
NJOP Bangunan : M? x Rp /M2=Rp =

Rp

NJOP Keseluruhan

Terbilang ( )

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak e e e s I BW.eiiriessrmansan
Kelurahan /Desa ¥ R e i R R R RS Y TR N 8
Kecamatan 3 oo PPN

Kab. / Kota R Yy N

NJOP PBB-F2 adalah scbagai dasar pengenaan dalam menghitung PBB-P2 yang terutama dan bukan sebagai dasar
nilai transaksi.

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlalku.

Dibuat di : Balige
pada tanggal

KEPAIA PERANGKAT DAERAH




B. PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

Nemor 1 ssarsiassiyssegassassaasis
0 s R SRS
2 Permohonan Surat Keterangan
Fretinal NJOP PBB-P2 tahuri ...........
Kepada,

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :

....................................

No. KTP

Alamat

Kelurahan /
Desa
Kabupaten /
Kota

..............................................

........................................

-------------------------------

.........................................................

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOFP PBB-

P2 tahun....... untuk keperiuan :

Bert tanda X pada kolom yang dipilih
1. Pembuatan Akta Tanah / Lelang / Pendaftaran Hak atas Tanah ¥) i

2- ..............................................................

Bersama ini dilampirkan pula :

1 Fotokopi KTP / Kartu Keluarga dari wajib pajak / pemohon.

2. Untuk objek pajak yang sudah terdaftar :
a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir
b. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir

3. Untuk objek yang belum terdaftar :

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOF) dan Lampiran SPOP yang
telah diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani
b. Fotokopi bukti kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas bumi

dan/atau banganan

c. Fotokopi SPPT PBB-P2 atas objek pajak yang berada disekitamya

(berdekatan)

........................................

1

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

[ 1
]

]
L1
]
L]

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) Coret yang tidak periu

sesua.i dengan aslinva
AGL‘\N HUKUM

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA
PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP) PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ........ KECAMATAN ..........
DESA / KELURAHAN ...

Pada hari ind ..o tanggal o bular ... oo BBAUTL cvvieiiss e oee YANE bertanda tangan dibawah ini ;
I, Nama
NIP
: Kepala Perangkat Dacrah
Jahatan Kabupaten Toba
Selanjumya disebut Pihak Pertama,
. Namsa
NIP
Jabatan Kepala Desa/Kehirahan ...........

Kecamatan ..o Kabupaten Toba
Selanjuinya disebut Plhak Kedua, _
Pihak Pertams menyerahkan kepada Pihak Kedua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPFT) PBE dan Daftar Himpunan

Ketetapan Pajak (DHKF) PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan untuk Desa .....oveeivinns sebagal berilaut
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PEB sebanyak .....ocoon lembar
2. Daftar Himpunan Ketétapan Pajak (DHKP) PBBE sebanyak ... lembar

3. Dengan Jumish Ketetapan sebesar Bp. .. ...ooooviiiiianinn:
Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa/Kelurahan terlampir untuk masing - masing Desa/Kelurahan dengan
perincian sebagai berilmut: _ _
1. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak selambat — lambamya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak ditanda tangani berita
acara penyerahan,
2. Pajak Terhutang PEB-P2 dihayarkan pada tempat yang telah ditentukan,
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam ranglkap 3 (tiga) yang telah ditanda rangani cleh masing — masing

pihak,
1. Lembar ke satu/ asli untuk .......coovvevmevmnnnininees Pihak Pertama
2, Lembar keduauntuk ........ooeee.e e S Pihak Kedua
3. Lembar lee B8 UNMK ...conmsimsiims e Kecamatan
Pihak Hedaa Pihak Pertama
Kepala Desa / Kelurakan ....... Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Teba

BUPATI TOBA,
Cap/dito
POLTAK SITORUS




DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN ........ R

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DA
DAN DHKP PBB-P2.

TAHUN § s R B s SIS 94

NOMOR @ ...,

TANGGAL © ..cooveeees

........

BUKU 1,2

Kecamatan :
_ SPPT (Ibr) Ketetapan . .

No Desa /Kelurahan gpmtab | DHKP (bulu JnmidBetetegen | g

Buku | Buku Il : ¥ Buku 1 Bulku 11 ’
1 2 : 3 4 5 6 7 8 9 10

001 | Sektor Perdesaan

002 | Sektor Perkotaan

dst

Jumlah
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Yang Menerima

Kepala Desa / Lurah ....

SIANIPAR, SH
THI
217 200604 1 002

Yang Menyerahkan
Kepala Perangkat Daerah

NIP.

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 4’ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

FORMAT
BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SFPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABUPATEN TOBA TAHUN _ ...

NOMOR iveviiiernerinreernnnens

Pada hari In1 . e tangeal voosnasvsirinaie yang bertandatangan dibawah ini :
[. Nama/NIP :

Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan ..........ccoooieeenn Kecamatan ..........ccc..

Kabupaten Toba.
Selanjuinya disebui PIHAK KESATU.

1. Nama/NIP 5

Jabatan : Kepala Badan .........ccccoeiviiniiiinns VTSRS FEAT Kabupaten Toba

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Desa/Kelurahan ................ Kecamatan
................. Kabupaten Toba sejumlah .......... lembar. Adapun pengembalian SPPT PBB-P2
tersebut di karenakan (SPPT) ganda atau Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak
dapat ditemukan®).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

.........................................................

*) pilih salah satu

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS




LAMPIRAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SPPT PBB-P2.

TAHUN B A A SN AL Sy R
NOMOR T S PPTT
TANGGAL D niareio e A oA A R N R
DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENGEMBALIAN SPPT-PBR-P2 TAHUN ...........
BUEKUIL I
Desa/Kelurahan ¢ .o cosimonims coo )
3 . SPPT (lbrj Jumlah SPPT
No. Desa/Kelurah - Ket
N Fed Belusabda BUKU 1 BUKUN | Lo v
1 Sektor Perdesaan
5 Sektor Perkotaan
Jumilah
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
YANG MENERIMA YANG MENYERAHKAN
KEPALA ....crmevsrsevnrorasvene Kepala Desa/Lurah .....cocvvenns

................................................

---------------------------------------------

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

e
L N | i e

4\ \ s TV K
N BE

S=NIES 6671217 200604 1 002




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 4{ TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SPPD) PBB-P2
Tanggal Pembayaran '

Telah menerima pembayaran F‘BB P2 Tahun. | | dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak * Kecamatan . ... uveervrreeasssivis s isiavsise
Desa/Kelurahan ......c.ccccervevrerernnnes
b LI LI T DI T T 1 O]
Sejumlah : Rp. «oocvevirennan. ]7 J
Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran
Dilakukan pada bulan ke {setelah tanggal jatuh tempoj :
L. X1l
1. XIV.
. XV.
IV, XVL
V. XVIIL.
VL XVIIL
VL XIX.
VIIL XX.
IX. XXI.
X. XXIL.
XI. XXIILL
X11. MKV
Tanggal Pembayaran : LT : Tanda Terima
Jumlah yang dibayar : LB dan RP.
Cap Bank/Pos

| _ |
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PEB-P2

Tempat Pembayaran @
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun | |
Nama Waiib Pajak

Letak Objek Pajak :  Kecamatan
Desa/Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) ‘ [ ] H LI T LI T T T D
Sejumiah : Rp] |
Tanggal Pembayaran Tanda Terima &
Jumlah yang _ Rp i N e e
dibsyar : Cap Bank/Pos
Tanggal Pembayara
Tanda Terima dan
Jumlah yan R
dibayar yang : P Cap Bank/Pos
BUPATI TOBA,
Cap/dto
f e POLTAK SITORUS
N HU ey %

Sﬂm?ﬂbsﬂs% dengan aslinva
KEPALA JAGIAN HUKUM
BA




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR cf TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2 DAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Kepada
Yth. Bupati Toba
Melalui Kepala Perangkat Daerah.

Di Balige.

Yang Bertd;nda tangan dibawah ini :

NEIITA ! oo s ey e a (oS5 T N S SO VR G TR G G S e S et S .6 S M I T
Alamat R R T S T Y P PR A P A A A A e B SR S DR R DY SRS S e Sk A S R SRR
Bertindak unruk dan atas nama : )

Nama § oRi e el e T S R R e R £ S T SR TSP ST 6603 Far A SORE S
NOP :LIIIIHIIHTIHHIJD

Alamat b T S s LR RS R S O S L VR 5 SR PR O R RO R e D S e SR AR S E T
Dengan ini mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ...............

Sehanvak ,,.,...000000: KAl angsuran, terhadap SPPT/SKPD yang telah diterima:

a. SKPDNO. = omerromssssrsersiases TEL e 53 o TP

b SKPDEKBNO.  .ceveevesreemeneenens T Rp. i

c. SKPDKBT No.  .occecnicmiienen 182 e e e e S

d. STPD No. criicvcvinriccnionanne TEL  ceveeecriee e RD:  ceeeveeeecmincannnnanennnns

BB csesrecesnmnsemrsnroces
Pembayaran angsuran
Angsuran Biaya Jumlah
No, Tanggal Angsuran Ke B Administratif/
okok D Anggaran
enda

a: | Tgl ioivnineenas. | ANgsuran

B | TE ssuncavmmisees Angsuran

Q| Tel cvasimivisvery Angsuran

d. | Tgl.ioviniiiiniees.. | Angsuran
' Jumlah

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat
peksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Wajib Pajak

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

& 3-‘,-8811_1@‘@431 dengan aslinva
.

7o KEPALA'BAGIAN HUKUM
{ . -‘_-- e

==
i o “‘\HKU"\‘ \\\
7.
"._J'
l/ = - BA
Wt 74' ;l




LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 1-1 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

FORMAT PELAPORAN PBB-P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN ..............

REALISASI

S/D | S/D .

MINGGU M“E%GU MINGGU % SISA
LALU INi

-

2 3 4 3 64+5) | (/34100 ©

KECAMATAN
No. DESA REALISAST
/KELURAHAN

2 suave EIBE ioisinina

N s 1
o
(4]
1]
0
.
=
(4
-
]
B

..... dst .........

h)»—-a
:
i
| I

..... A8E i

Jumlah
Keseluruhan

- Mengetahui
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA

NIP,

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

\ . PEMBH



LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPAT] TOBA

NOMOR Lf TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

FORMULIR STPD, SKPDKE, DAN SKPDKSB
A, FORMULIR

o

TPD

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAEK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKHOTAAN
' : Tahun :

Nomor
Tanggal penerbitan :
Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp

Letak Objek Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak

Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat :

NoP: E I I I T T I 1T 11 10M NPWPD: [ [ T [ [T [T TTTTTT1
Perincian Pajak yang terutang

Pajak yang terutang menurut SPPT/SKFPD*) Tahun Rp.
Telah dibayar tanggal Rp.
Pengurangan Rp.
Jumlah vang dapat diperhitungken {angka 2 + angka 3) _ Rp.
Pajak vang kurang dibayar (angka 1 — angka 4) Rp.
Sanksi administratif 1% bulan x Rp. ...... (angka 5) Rp.
Pajek vang terutang berdasarkan putusan Kepala Perangkat Rp.
Daerah dikurangi angka 1
8. | Pajak yeng masih harus dibayar (5+6+7 Rp.

jal eal ety B SR U o

Tanggal Jatuh lempo : Tempat Pembayaran
PERHATIAN

BalIBe; i :qsisenssdivaamevess mavve s vaidss

1. STPD PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 KEPALA PERANGEKAT DAERAH
(satu) bulan sejak tanggal diterima. KABUPATEN TOBA

2. Apabila setelah lewal tanggal jatuh tempo utang
pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan
akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, PR SU S PRI )
pelaksanaan sita dan lelang NIP.

siiiieenaoonese.. Potong disini dan kirim kembali ke Perangkat Daerah Kabupaten Toba .o
o Diterima Tanggal ...o.vecnveeciiiaines

NPWPD S I Penerima
[ 1

NOP » Mool ‘
No. STPD PERB-P2 . {P.{ ..... 1 ............ d ........................ }
Tanggal Penerbitan ama lengkap dan tanda tangan

Lembar ke luntuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah

¢ Diisi bila telah memili

BUPATI TOBA,

Cap/dto
POLTAK SITORUS

AONY, SIANIPAR, SH

e INA TE.I

'\\h NIR- ?’0{1’7]’)17 20N0AN04 1 NND
4 P

e



B. FORMULIR SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGEAT DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Nomor : Tzhun :
Tanggal penerbitan
Jumlah pajak vang harus Rp
Yang masih harus dibayar
Letak Objek Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak

Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat

NOP : LJ_JI_I_IIZIIEII:EDI_F‘F‘I"I[:I NPWPD:[ [ [ [ [T T TTTTTTI
Perincian Pqiak yang terutang

1. | Pajak yang terutang rne:nurut SPPT/SKPD*) Tahun Rp.

2. | Telah dibayar tanggal Rp.

3. | Pengurangan Rp.

4. | Jumlah vang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) Rp.

5. | Pajak yang kurang dibayar (angka 1 — angka 4) Rp.

6. | Sanksi administratif 1% bulan x Rp. ...... (angka 5) Rp.

7. | Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPDP Ep.

dikurangi angka 1

8. | Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7) Rp.

Tanggal Jatuh tempo : Tempat Pembayaran
PERHATIAN
1. SKPDKB PBB-P2 ini harus dilunasi paling Balige, .ovcoirireernrnncresenrnernerossaivasisn
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. KEPALA PERANGKAT DAERAH

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo KABUPATEN TOBA

utang pajak belum dilunasi, maka tindakan
penagihan akan dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan A e N e e )
lelang. NTP.

teeeerennnnneess. POLONE C ﬂxmnidan]nnmkembali ke Perangkat Daerah Kabupaten Toba ........cccoeeee

Nama WP : Dltenma Tanggal .........................
NPWFPD S I I O Penerima
HOP . OMOOOOOT O

No. SKPDKB PBB-P2
Tanggal Penérbitan .
Lembar ke luntuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah

Nama lengkap dan tanda tangan

e Diisi bila telah memiliki



C. FORMULIR SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGEKAT DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomaor : Tahun :
Tanggal penerbitan
Jumlah pajak yang harus Rp
Yang masih harus dibayar
Letak Objek Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak
Kabupaten :
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat
[ NOP:[ T [ L J{ ST I T3] |NPWPD:[LL T [ [ L [T [TTT[T]

Perincian Pajak yang terutang

1. | Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun Rp.

2. | Telah dibayar tanggal Rp.

3. | Pengurangan Rp.

4. | Jumlah vang dapat digerhttungkan {angka 2 + angka 3) Rp.

5. | Pajak vang kurang dibayar (angka 1 — angka 4| Rp.

6. | Sanksi administratif 1% bulan x Rp. ...... (angka 3) Rp.

7. | Pajak yang terutang berdasarkan putusan Kepala Rp.

Perangkat Daerah dikurang angka 1
8. Palak yang masih harus chhazar !5+6+7I RE‘ ‘
mgga.l Jatuh tempo : Tempat Pembayaran i
PERHATIAN
1. SKPDKBT PBB-P2 ini harus dilunasi paling Balige, ..o
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. KEPALA PERANGKAT DAERAH

2. Apabila seielah lewat tanggal jatuh tempo KABUPATEN TOBA

utang pajak belum dilunasi, maka tindakan
penagihan akan dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan { sinssinssossinmsonsimsmnsmies varss e sanse )

Iclang NIP,
errrrisepeneaner, POtONDE disini dan kirim kmnbahwe Petangkat Daerah Kahupaten Toba
I\_Iamé WP - - : . Diterimia Tanggal .....c.cociviiimsn:
NPWPD E T O O Penerima
NOP B o v e o

NO SKPDKBT PBB Pz . ( ............................................... ]
Tongral Pencrbitan Nama lengkap dan tanda tangan

Lembar ke Tuntuk Walb Pajak, Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah

e Diisi bila telah memiliki

BUPATI TOBA,
Cap/dto
——— POLTAK SITORUS

Y_. vun,.‘-‘

" Selinan’ segggu dengan aslinva
PALA;BAGIAN HUKUM

S NIB; 19671217 200604 1 002

e



LAMPIRAN Xill

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 4 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUFPATEN TOBA
PERANGEAT DAERAH

NoP: T T I T 1T T 1T T T [ ]
b 43 5 H O
BB rensins e iraa s
SURAT TEGURAN
NOMOT ..icvvirinmessnnersesronisseses
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut
;0000
0J0e0n00i147s | Tahun Nomor dan Tanggal SPPT, | Tanggal Jatuh | Jumlah Tunggakan
Pajak Keputusan Pembetulan, | Tempo (Rp)
Keputusan Banding
Jumlah
Dengan Uil (.. coremsmrsmsnrcescennssrsnsnscorornasbnssssit sisnivs SRR AT SRR e )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perudang-undangan
yang berlalcn maka diminta kepada saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 15 (lima
belas) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan
dilanjutkan dengan penyerahan Surat Peksa jenis pajak.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Toba.

TOBEL y.s s puisasnpssvnviin R SRR 5T S e
Mengetahui
KEPALA PERANGKAT DAERAH
0 KABUPATEN TOBA
NIP.

BUPATI TORBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS
/‘: o\ Fffi_" g inan sesuai dengan aslinva
3 A AGIAN HUKUM

ONY SIANIPAR, SH
BIMA Tk.I
~NIP| 19671217 200604 1 002



LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI/PERUBAHAN OBJEK/SUBJEK
A. PERMOHONAN MUTAS! PERORANGAN

 PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBIEKPAIAK-PERORANGAN
Nomor

Lampiran

Perihal : Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB-P2 Tahun ....ccevviees

Yth. Kepala Perangkat Daerzh

Kabupaten Toba
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dr bawah ini :
Nama
No. KTP e e e e e R e o e e e R e
Alamat 2 MR vmmnaimamammsarsaiisprm NO aasTRIP frswimisimsismiiins Bl BWraen
Desa/Kelurahan ¥) 1o siessssssessssssnsriesssenss. KECAMATLAN 1
Kabupaten
Sebagai wajib pajak / kuasa Wa]lb pajak *) PBB P2 atas objek pajak yang terletak di
Alamat din. ..No....Telp v .. Dsn / Lingk. ..
Desa/Kelurahan *) T i e e R e e < RECAITIALAT S
Kabupaten e e s TR A e e R S S A S e PR R (SN F o AR e R SR SR ST i bbb
NoSPPT/NOP(lama) [T [ T I T T W T T J [ [ T J |
dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB-P2 tersebut di atas untuk SPPT
PBB-P2 tahun .......... Karena Peralihan hak atas tanah seluas : .........m*dan bangunan seluas : ...... m?, karena
jual-beli/tukar menukar/hibah/hibah wasiat/waris/lelang/putusan hakim/hakim/hadiah *) berdasarkan
Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim™®) 1anggal ......ccmcvmmnrinnensees NOMOT iiiiumieivaensnniciorensiseransns

Bersama ini dilampirkan pula :

Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan (unfuk tanah yang belum sertipikat).

Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP) yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan.

Tanda bukti Pembayaran/lunas PBB-P2.

Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.

B —

3 N

Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan :
No. | NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
*) Coret yang tidak perlu

WAIJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK¥)



B. PERMOHONAN MUTASI KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH

Nomor
Lampiran : suusososiamssmissor
Perihal : Mutasi Objek/Subjek
Pajak untuk PBB-P2 tahun ...coevveinrcrererenes

Yth. Kepala Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Toba

di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Kepala Desa/Lurah *)
Kecamatan SIS frsbreet b st ns et e e SO AR SR TS SRS S S SSS E SRR
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak
melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana datar terlampir, dengan ini
mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun
e k@rena peralihan ha katas tanah/bangunan.

Bersama ini dilampirkan : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Datar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani kepala
Desa/Lurah dan diketahui Camat.
Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP) yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan.
Tanda bukti Pembayaran/lunas PBB-P2.
Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.
Pengantar dari Desa/Kelurahan jika dalam pengajuan Datar Perubahan Data Objek Pajak
terdapat perubahan luas atau luas data awal tidak sama dengan luas data akhir.

o

L O O

ey th R

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH .....cccovnvuee

*) Coret yang tidak periu



SURAT PEMBERITAHUAN OBIJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

3

MUTASI
DESA/KELURAHAN : ,evinecevnssonsseniesnee (O N
DATA OBJEK PAJAK DATA SUBJEK PAJAK DATA TANAH
Nomor LETAK
ALA
Blok OBJEK sl i
©
=
Nomor = Nama EU
Nomor vl < =
Urut nomor: | Nama n| 2|1 Jalan Nomor | LUAS | KODE Jenis @
e Bandel SPPT Jalan ku | & g NAMA Blok/Ka KTP M2 ZNT Tanah 5
Lama | Blok/Kavli | Dusun & o 7] . RT | RW =
ng o vling/D £
ng/Dusun/ =
an usun/N
Nomor
omor
NOP
1 2 3 4 5 6 7 |8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 18
MENGETAHUI : YT S e e
CAMAT csicnsssivisisseieivionis KEPALA DESA/LURAH ............




Petunjuk pengisian SPOP Kolektif :

Kim 1
Kim 2
Kim 3
Kim 4
Kim 5,6 dan 7
Kim 8

Kim 9

Kim 10
Kim 11, 12 dan 13
Kimi4
Kim 15
Kim 186
Kim 17

Kim18

: diisi angka (1.... dst)

: diisi Petugas Badan Pendapatan Daerah

: diisi angka sesuai NOP yang diajukan

: diisi angka sesuai SPPT yang berkenaan

: diisi sesuai letak objek pajak

: diisi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa 3.Pengeloia 4.Pemakai

5. Sengketa

: diisi sesuai daftar pilihan 1.PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4.Badan

5. Lainnya

: cukup jelas

. diisi sesuai alamat wajib pajak

:cukup jelas ;

: cukup jelas ;

: diisi Petugas Kepala Perangkat Daerah

: diisi sesuai daftar pilihanl. Tanah dan Bangunan 2. Kavling siap Bangunan

3. Tanah Kosong 4. Lahan Pertanian Pangan / Peternakan 5. Fasilitas Umum

: cukup jelas



DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK/SUBJEK PBB-P2

PROPINSI o | ) SUMATERA UTARA
KABUPATEN 3 | ) TOBA
KECAMATAN L | } s ey
DESA/KELURAHAN : ( |
TAHUN Nomor Bundel I | T T 11
o DATA LANIA DATA BARU
X I\ R
NOMOR ;
NOMOR SRUT BUNMI BANE:SNAN . g lALAMAT BUMI BANGUNAN
URUT PEREKA LETAK X 1 Mama Jalan
el B el W ol T L B (m?) < | & | MAMA | Nomor ar | rw | NOMOR | wuas | oxope | senis | owas | umwan
i Blok/Kav KTP (m?) ZNT TANAH (M) | BANGUNAN
Dusun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 12| 12 13 14 | 15 16 17 18 19 20 21

MENGETAHUI :

KEPALA DESA/LURAH ..........




Petunjuk pengisian daftar perubahan objek / subjek PBB-P2 :

Klm 1 :diisiangka (1,2 ..... dst)
Kim 2 - di isi petugas Perangkat Daerah
Kim 3 dan 4 : di isi angka sesuai nomor Blok dan NOP yang diajukan
Klm 5 : di isi nama JIn/RT/RW;
Kim 6 . di isi nama wajib pajak sebelum mutasi
Klm 7 : di isi luas Bumi (m?)
Kim 8 - di isi jenis tanah (darat/sawah)
Kim 9 - di isi luas Bangunan (m?)
Klm 10 - di isi sesuai daftar pilihan: 1. Pemilik 2.Penyewa 3. Pengelola
Kim 11 . di isi sesuai daftar pilihan: 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4. Badan
Kim 12 - di isi nama wajib pajak setelah mutasi
Kim 13 - di isi alamat wajib pajak
Kim 14 dan 15 : cukup jelas
Klm 16 - di isi nomor KTP wajib pajak
Kim 17 : cukup jelas
Kim 18 - di isi petugas Kepala Perangkat Daerah
Kim 19 :di isi jenis : 1. Tanah & Bangunan 2. Kavling Siap Bangun
4, Lahan Pertaniah Pangan / Peternakan
Kim 20 s cukup jelas

Kim 21 - di isi jumlah bangunan.

4. Pemakai

3. Tanah Kosong

5. Sengketa
5. Lainnya



5

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN : ....oooovuneenesensse Nomor Bundel : T L
Normor
Blok
Nomaor Momar Jumlah Bangunan Luas | Jumlah Tahun Tahun Listrilc Kondisi Langit-
Urut € IPB i o . Konstruksi | Atap | Dinding | Lantai .
Urut Bundel No. Bangunan Ke m? Lantai | Dibangun | Renovasi | (Watt) | Bangunan langit
Objek
Pajak
1 2 3 a4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mengetahui - S s
CAMAT s sinisrsine KEPALA DESA/LURAH ....ccooeuenee




PETUNJUK PENGISIAN :
Kim 1 diisi Angka (1,2 .... dst)
Kim 2 diis| petugas Perangkat Daerah
Kim 3 diisi Angka (1 .... dst)
Kim 4 diisi Jumlah Bangunan yang ada
Klm 5 di isi Bangunan ke (1...., dst)
Kim6& : diisiJenis penggunaan bangunan
I. Perumahan 5. Rumah Sakit/Klinik 9. Gedung Pemerintah 13, Apartemen
2. Kantar Swasta 6. Gdp. Olah 1. Lain-tain 14. Pompa Bensin
1. Pabrik Raga/Rekreasi 1. Bgn tidak kena PBB- | 15, Tangki Minyak
4. Toko/Apotik/Ruko 7. Hotel Wisma P2 16. Gedung Sckolah
8. Bengkel/Gudang 12. Bgn Parkir
Kim 7 di isi Luas Bangunan yang ada
K 8 diisi Jumlah Lantal
Kim9 @ diisi sesuaitahun dibangun
Kim 10 diist tahun ditakukan renovasi
Kim 11 di isi daya listrik terpasang
Kim 12 :  diisi sesuai pilihan . Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang |4 Jelek
Klm 13 di isi sesuai pilihan 1. Haja 2. Beton 3. Bata | 4. Kayu
Kim 14 di is] sesuai pilihan . Dekrabon/Beton/Gtg | 2. Genteng Beton 3. Genteng 4. Asbes |'5. Seng
. Glazur Biasa/Sirap
Kim 15 @ diisi sesuaipilihan . Kaca/Alumunium 2. Beton 3. Baw/Kenblok [4. Kayu 5. Seng
Wim 16 - diisi sesuaipilihan I.  Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/Papan | 5. Semen
Kim17 : diisi sesuaipilihan . Kayu Jati/akustik 2. Tripleks/Asbes/Eternit | 3. Tidak Ada

re

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

\\.“ \\VMH._WM A
- B —
\ @.v\:
(P v
oz SIANIPAR, SH
A mE_y Tk.]
e .z P, 19671217 200604 1 002
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Y L mw-‘,.\‘..\\



LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PERORANGAN
| PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT- PERORANGAN
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKP/SPTD *)
PBB-P2 fahun pajak ausmisissnisissssissseiivie
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
di
TEMPAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama oV YRR S S ST A RN AN N A T S RS T AT SRR avaasaa s
No. KTP e e L I T L T ey
Alamat £ I crcsensrsonnemsssrermsssmmsssesonsssssnsmsanavemsossneny MO sessss O seasonisssssisesesssisesscrnssioss DSTHRINEK, sicasias
DasafKelutahan %] Ducnanosisgmsnisssmimmmssemess ROCRIIBERN cavommmis s ssiiseis s sissmrasisseimens sexass
Kabupaten :

Sebagai wajib pajak / kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat LI i s D i ] I s Bl B
Desa/Kelurahan *) e et R el BN s e e e e e e ]
Kabupaten 2

) [[][]]F]{_[[:]

dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan
sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

i &

w

ol i =

@ v

Kesalahan tulis : nama wajib pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat wajib pajak/alamat D
objek pajak/No.SPPT/SKPD/SPTPD tahun paiak/tanggal jatuh tempo *)

Data yang benar adalah ..

SPPT/SKPD/SPTPD *) untuk objek pajak yang sama d:terbltkan Iebih dari satu dengan (]
NOP berbeda (pengenaan ganda). Diterima agar NOP ........cveenicricniane dihapus

Kesalahan hitung : Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian *). E
Salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta/kenyataan

objek/subjek pajak yang sudah jelas benar : SPPT yang terbit atas objek pajak yang

seharusnya bebas PBB-P2 (tanah wakaf, kuburan, tempat ibadah, kantor pemerintahan dll)

/salah penerapan Dasar Pengenaan/salah penerapan sector (objek PBB-P2 sektor perdesaan/perkotaan
dikenakan PBB-P2 sektor perkebunan/perhutanan/pertambangan atau sebaliknya *)

Bersama ini dilampirkan pula Beri tanda X pada kolom yang dipilih

surat pengantar dari Desa/Kelurahan (untuk tanah yang belum bersertipikat)
Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepadaorang lain/pihak lain

Fotokopi KTP/KK dari wajib pajak

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(LSPOP)yang telzh diisi dengan jelas,benar dan lengkap serta ditandatangani.

Asli SPPT/SKP/SPT *) tahun pajak yang berkenaan

Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS¥) tahun terakhir

Fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan bangunan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*)Coretyang tidakperlu i s s

WAIJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)



B, FURIVIULIR FERIVIUMIWINAIN FEIVISE | ULAIN 3FF 1 - RULER | IF

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH

Nomaor
Lampiran o ..ocecssassm s
Perihal : Permohonan Pembetulan
SPPT PBB-P2 tahun pajak ..........c.ossvsenee

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Tobsa

di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Kepala Desa/Lurah *)
Kecamatan § SRR R 03 ISR A R SRS VR S $55 679 848 e v e et L NSRSk ks we R e oKD Ao Fos 0 0n 008 b4 Fes devi i s 55 S5 AR
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak
melebihi Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana datar terlampir, dengan ini

mengajukan pembetulan atas SPPT PBB-P2Z Tahun ............. dengan alasan sebagaimana tercantum pada
daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani kepala ]
Desa/Lurah dan diketahui Camat.

2. Fotokopi KTP / Kartu Keluarga Wajib Pajak. B
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(LSPOP) kolektif (untuk bangunan) vang diisi secara lengkap dan ditandatngani kepala

Desa/Lurah dan diketahui Camat,

Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB PBB-P2 tahun pajak berjalan *) a

o

Tanda bukti Pembayaran/lunas PBB-P2.
Surat tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.

o b

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH ................

*) Coret yang tidak periu

BUPATI TOBA,
Cap/dto
S— POLTAK SITORUS
A s
alle \..f-\ i b N

/o Salifdn.sesuai dengan aslinva
' 7 KEPALA BAGIAN HUKUM
[, [~ s5ropas 0B

) -y I
[ONY'SIANIPAR, SH

\
\ NI



LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR ¢ TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN / PEMBATALAN SPPT PERORANGAN / KOLEKTIF
A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT PERORANGAN

PERMOHONAN PEMBATAI.AN SPPTISKPD[S‘I'PD PERORANGAN "‘}

|
J =

Il
|
| M

Nomaor

Lampiran

Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/SPTD *)
PBB-P2 tahun pajak ...

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Toba

di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :
MRS e e R RS S SR SRS e R SRS S RS R SR S R e
No. KTP e e o L et e | ) S e e B O e
Alamat 2 I o conmrsenmmnscsrssnneasnmsnsnsasnmmsennsnensnsnsmnssnss INE) snonis DM sssirsvinsimuinbissmsistissinse PCN sieinss POV astss
Desa/Kelurahan *) | i i s ennie. KECamMatan ..
Kabupaten
Sebagai wajib pajak/ kuasa Wajlb pa;ak *) PBB—Pz atas ObjEk pajak yang terietak d|
Alamat din .. ..No ....Telp ... PSSO . | I .
Desa/Kelurahan *) R R S R S A B SRS Kecamatan
Kabupaten :

e Tl [[l|[]||[[1||_|[]||||:|

dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan

sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Objek pajak secara nyata tidak ada. B
2. Tanah /bangunan tidak lagi merupakan objek pajak yang dikenakan PBB-P2karena : telah

diwakafkan/menjadi kuburan/digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintah/digunakan
untuk melayani kepentingan umum yang tidak mencari keuntungan *)

OSSPSR UURROTUPRR N (]
Bersama ini dilampirkan pula Beri tanda X pada kolom yang dipiiih

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepadaorang lain/pihak lain)

3. Fotokopi KTP / KK Wajib Pajak

4. Asli SPPT/SKP/SPT *) tahun pajak yang berkenaan

5. Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

-----------------------------------------------

WAIIB PA.IAK/KUASA WAJIB PAJAK #)

*) Coret yang tidak perlu



N

B. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPD/STPD-PERORANGAN

- PERMOHONAN PENGURAMGAN SPPTISKPD/ST PD - PERORANGAN
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/SPTD *)
PBB=P2 tahun pajak ..
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
di
TEMPAT
Yang bertanda tangan dl bawah ini :
Nama SRR A e O TP T RS A 0 F T AT EO RIS ANT PO 3550 tomrrs s mam s A e AT TSP R LA BARR R LR SES SRR S LA LRSS RSB S POTBoRESE
No. KTP 1 stncrssrversservsersansvnasarsvavessnsesnnsnassisivensensissis NP VWIPDD ciusiss cossovssnsavins v sokasias onndin eaisds s s sasinaminsass
Alamat $ N s N0 T s cersansmseeeerssassserares Pl sonsmare RW ore
Desa/Kelurahan *) i et e sssessess e, KECAMatan ..
Kabupaten
Sebagai wajib pajak / kuasa Wajlb pajak *) PBB-PZ atas abjek pajak yang terletak d|
Alamat tin .. T o NO e Telp
Desa/Kelurahan *) 3 Dusun/Llngku
BKEEAMATAN @& = o st
Kabupaten

e e ey ][|_|[|]_||_][||E]

dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan

sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Objek pajak sebagian/seluruhnya*) terkena pelebaran jalan/erosi sungalfpembebasan tanah/ []
Longsor*). Sisanya : luas bumi .......... m?, luas bangunan ............ m’

2. ............................................................................................................... D

...............................................................................................................

Bersama ini dilampirkan pula Beri tanda X pada kolom yang dipilih
Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang lain/pihak lain)
Fotokopi KTP / KK wajib pajak

Kartu miskin

SK Veteran*/ SK pensiunan

Asli SPPT/SKP/SPT *) tahun pajak yang berkenaan

Fotokopi bukti lunas PBB-P2 Tahun terakhir.

dst....

0 NG AW

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

---------

WAIIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

*) Coret yang tidak perlu
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C. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT - KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Pembatalan
SPPT PBB-P2 tahun pajak ....ccccvcvcniininacs

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Toba
di
Tempat
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Kepala DeSa/Luran *) o et sne e et s s sesas s s sas sas s i s s b s b e e s R A
Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para waijib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak
melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana datar terlampir, dengan ini

mengajukan pembatalan atas SPPT PBB-P2 Tahun ............ dengan alasan sebagaimana tercantum pada
daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembatalan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah []
dan diketahui Camat.

2. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga Wajib Pajak. E
3. Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan.
4, Khusus untuk pembatalan dengan alasan objek pajak tidak ada :
a. Surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan
Tersebut tidak akan diajukan Pendaftaran Objek Pajak Baru.
b. baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH .....cccccovuees
CAMAT cciniicinicninns

*) Coret yang tidak perlu



U, FURMULIR PERMIURUNAN FENGURANGAN SPPT - KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Lampiran

Perihal : Permohonan Pengurangan
SPPT PBB-P2 tahun pajak ...

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Toba

di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Kepala Desa/Lurah *)
Kecamatan N rm—— —
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB- P2 yang ketetapan pajaknya tidak
melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana datar terlampir, dengan ini

mengajukan pengurangan atas SPPT PBB-P2 Tahun ............. dengan alasan sebagaimana tercantum pada
daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah ]
dan diketahui Camat.

2. Fotokopi KTP/ KK Wajib Pajak. B
3. Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan.

4, Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan

5. fotokopi dokumen lainnya yang mendukung. E

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH ......ccccrrneee
CAMAT ..

*) Coret yang tidak periu

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS




LAMPRAN XVII

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN /PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF SECARA PERORANGAN

Nomor
Lampran
Perihal : Permohonan Penghapusan,/pengurangan Sanksi
Administratif PBB-P2 tahun.....co.ovviaen

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Namsg

No. KTP

Alamat
Desa/Kelurahan®)
Kota/Kabupaten
Sebagai wajib pq;ak/kuasa wajib pajak*) PBB-P2 atas tanah dan atau bangunan yang terletajk di :

Alamat R e R S P Pt N Tlinnmna Rl cores RW........ AL e s e
Desa/kelurahan?) P s AR R s s S

Kabupaten e TR TRy Tyarn rne ey e e e

Now SEPTISEPY  §  wssseviieaiiassi: Tkt PEIAK oo msrmiisisais

Tanggal terima SPP’I‘/SKP*) e s Bk G S R S R R A AR A

Dengan ini Mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrative sebesar .......% (vovvieeiiiaiiens persen) dari
denda yang tercantum pada: Beri tanda X pada kolom yang dipilih
a. SPPT PBB-P2 tBhUN....iiiiiiieiieioiinirireessiinnienessinnneseneseennaaes

b. SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 NO...iciuuraiisiiniiiiiomiesmeeroninmimsies tahUN. i ]
. STPD PBB-PRNC....cconmommmmimessses i 2 7 . 1
Dengan alasan : Beri tanda X pada kolom yang dpilih
a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak

b: DPstcansmomnsas e {sesuai kebutuhan)

Bersama ini dilampirkan : Berti tanda X pada kolom yang dipilih
Surat pengantar dari Desa/Kelurghan

Surat kuasa dari wajib pajak ( dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain)

Fotocopy KTP / KK Wajib Pajak

Fotocopy SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD* PBB-P2) tahun pajak yang berkenaan

Tanda bukt pembayaran/lunas PBB-P2 B

S

Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan
Dcmzklan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) Coret yang tidak perlu
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK %)

BUPATI TORBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS
Salinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

ANTHONY SIANIPAR, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19671217 200604 1 002



-
B. PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTATIF SECARA KOLEKTIF
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

KECAMATAN......oovaoummersosvassnne
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN...........

BITEVATL T it bosron o R e EA R NN 1Y
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan
Sanksi Administratif PBB-P2 tahun.........
Yth, Kepala Perangkat Daerah
di

TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Kepaia Desa/Lurah?) Y U S S PR Py Shessibeny
Kecamatan ]

denda yang tercantum pada :
Beri tanda X pada kolom yang dipilih

A, SPPTBBBPD, (aiosnisnsssissss s 5w o iss sinsvesvasis B
b. SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 NO......coceviniiaiinn tahun.......;coee.
€. STPEDFPBB-P2 NU.u cinwanvinisamsiiiis i tahun. ..o D
Dengan alasan : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
a. Fotocopy surat tanah dan/atau bangunan (sertifikat atau akta) D
b. Fotocopy tanda bulkti hak kepemilikan /hak pengelolaan /hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan O
Bersama ini dilampirkan : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/lurah

Dan diketahui camat. D
2. Fotocopy KTp/Surat keterangan kependudukan /Kartu keluarga dari wajib pajak
3. Potocopy SPPT/SKPDKB/SSKPDKBT/STPD*) PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan E
4. Tanda bukt pembayaran/lunas PBB-P2 (SSPD/STTS) E
5. Surat keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
*) Coret yang tidak perlu
MENGETAHUI, e T T

BUPATI TOBA,

Cap/dto
POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAR TOBA

ANTHONY SIANIPAR, SH
PEMBINA Tk.I
NiP. 19671217 200604 1 002



LAMPRAN XVIll
PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR «'-‘ TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN FERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANC
A, FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PA..IAK TERHUTANG - PERORANGAN

I

Nomor
Lampran ]
Perihal : Permohanan Keberatan atas SPPI‘] SKPD*]
PBRE-P2 ahun.... .
Yih. Kepala Perangkat Dasrah
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No, KTP

Alamat

Desa / Kelurahan?)
Kaota/Kabupaten
Scbagsai wajib palak/kuass ’e.a_nh palak®) PTBE-T2 araa tarsahdari atau bang:.mas's yvang terlezajl dit
Alamat T O o 1 S, ¢TI Dsa / Lingk. .
Desa/kelurahan®] v orNe

Kabupaten e
No., SPFT/SKE) !
PBB-E2 Terhutang i Rpu.
Tanggal terima SPPT/SKPY

Dengan ini Mengajukan permohenan keberatan stas pajak terhutang pada SPPT*; PBE-P2 ersebut diatas dengan alas a5 sebagar beribout :
Beri tanda X pada kolom yang dipilth

a. Luas objek bumi/bangunan®) pada SPFT/SKPD*) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan vang

Sebenarnva. Luas sebenarnya adalah @ bumi.........m2 bangunan.......oen m2 D
b NJOP bumi/bangunan®) pada SPPT/SKPD?) tndak sam& dengat bukt ws.mj kesdaar vang sebepat uya [:I

NJOP sebenamva adalsh : bumi Rp.... ..., m2, bangunan RP ./m2Z Atas Nama.,. o $ER ST
¢. HKesalahan penetepan/pengengan : belum memperoieh NJOI—'I"KP/ sa]ah NJhP‘]
d. Objek Paga.k sehamsnya ddek dikenaksn PBB-F2 karena . o T
e DSt
Menurut pcrimungun kami ketetapan PEB-P2 tahun .ciivveee adalah s=bagai berikut . N
1. Bumi L e m2 2 = RPcsraoeesirosiiinnnas
2. Bangunsn HERE ,../mz = Rp..
3. NJOP (IS 1 i) - Bpo..
4. NJOPTKP i A S I b S o o = Rp..w
5. NJOP setelah d:"ku'angr NIOPTKP (3-4} = Rp..:
6. PBEB-PZ2 terhutang (...... X BPririerarisssininns e ) = BB evverior snviise
Bersama ini dilampirkan - Beri tanda X pada kolom yomg dipilih
1. Surat pengantar dari Desa/kelurahan —
2. Surat kuaga dari wapb pajak ( dalam bal dikuasakan kepada orang/pihak lain) o]
3. Fotomp) KTP atay identitas lminnya dag wajib pajak —
4, Fotocopy SPPT/SKP*) wahun pajak vang berkenaan ]
5. SPQP dan lzampiran SPOP yang telah di isi dengan jelas, benar dan lengkap seria ditandatangani -
6. Fotocopy bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS
7. Folocopy bukt kepemilikan/pengelolann/ penguasaan atas buni dan/atsu bangunen |
8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah =
9. Surat Keterangan ukuran masing-masing sisi tanzah (untuk tsnsh yang belum bersertifikat. '—‘

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS
Salifi é&&- segyax dengan aslinva

AGIAN HUKUM



-2

B. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG-KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BEECAMATAN ..coi v s srasasaassarses

KANTOR KEPALA DESA/ KELURAHAN..
I....

(%,

- maxl

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah”) T T T T R T S Oy I AR
Kecamatan R P e Pl TP A P P SO S

Dalam hal ind bertindak untuk dan atas nems pars wajib pajak PBB-P2 yang ketctapan pajaknya tidak melebihi Rp, 200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) per OF/WP sebagaimana tersebut pada kolok 2 daftar terlampir, dengan ini mengnjuksan permohonan keberatan
atas pajak terhutang pada SPPT PEB-P2 tahun....ovn Denagan slas an dan perhitungan besaraya pajak terhutang menurut wajib
pajak sebagaimansa daftar terlampir, )

Bersama ini dilampirkan : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

a. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan yang dirandatangani kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat
funtfuk keberatan atas luas tanah /bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab-sebab perubaban luas)

b. Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP perorangan dalam hal menyangkut bangunan

<. Poetocopy SPPT PBB-F2 tahun pajak berkenaan D

d. Tanda bukd pembayaran/lunas PEB-P2 (SSPD/STTS)

&. Fotocopy surat tanah dan/stau bangunan (sertifikat atan akta)

f. Fotocopy tanda bulkti hak kepemilikan fhak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan E

g. Sket ukuran masing-rnasing sisi tanah dan atau bangunan dalam hal salah hias

h. Unmuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Desa /Kelurshan yang helum di data dengan pola SISMIOP
Perlu dilampirkan pula : data pembanding NJOP/ kelas bumi di sekitar (fotocopy SPPT PBB-P2 =
atas objek pajak di sekitarnya.

i, Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lursh D

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) Coret yang tidak periu

MENGETAHUL, = i easssgeeisi i it

e e ) (oo eessererenssnerneenenas peerareserenneans)

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

inarrsesuai dengan aslinya
EPALA B'}%GIAN HUKUM

NY'SL%N!PAR SH
INﬁ'Tkl
. 19671217 200604 1 002



LAMPRAN XIX
PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKASAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGEKAT DAERAH )
J1. A.B. Silalahi Kempleks Perkantoran Simanjalo Bslige (22311)
Laman : wew.tobakab god  Pos-el @ bppdiobakali@email.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan kantor dan lapangan, sesual surat tugas !

Pemeriksaan di Lapangan Nomor : ...... TREE ooy i A RIS R,
Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal......... samipal dengan tanpggal
Terhadap pemohon Pengsjusn Keberatan

Melalui surat nomer.............

1. UMOM
1. NOP
2. Alanal OBJEK Pajuk
3. Tabun Pajak
4. Jenis Keletapan
5. PBB-P2 Terhutang
II. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antars Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2, Peramuran Daerah Kabupaten Toba Nemor | Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ITi. HASIL PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan <i Kantor
2, Pemeriksaan di Lapangan

iv, KESIMPULAN

1. Kesimpuian
2. Saran
Ralige,
Menyetujui Petugas Peneliti | Petugas Peneliti 11
Wajib Pajak
} (oo somist st e ) ( )
PERANGEKAT DAERAH Memgetahui,
KEPALA BIDANG KEPALA SURE BIDANG
Covupnsnonsssnnsens ) Crscosievpsivassins ) { )

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS




LAMPRAN XX

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR (1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR FERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

mmnummmmmrmm |

Nomor
Lampran .
FPeallial . Peumohopan Pengembalizg

Kelebihan Pembayaran PBB-P2
Yih. Kepala Perangkat Dacrall
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama e T e A e A e O L AP

No. KTP SN N N 2 I
Alamai v B TR R e T s N ivsooe TE rivis BT s ceavinsrc R s s s re e o i s
Desa/Kelurahan) TR UPPRUPPEUPPURPPRRPRIRY |1 -7 1 1o - <2 « SO
Kota/Kabupaten. 1 cocmeonini e i i nesis i

Sébapai wajib pajalc/ kuasa “a_ub pajak*) PBB-P2 atas ta.nah dan atau bangunan vang Lea!eteuk di ;

Alamat Jin Dan / Lingk. .. )

Kabupaten £ : D

No.. SPPT/NCP ]|||]|||||||]||||"|]| tahun pajak....
Berdasarkan Akta/Risalah Lelang/ SK Pemberien Hak Beru /Pufusan Pengadilan®)

Nomor

Yang di buat oleh

Jenis Perolehan hak
Pembaya:an PEB-FZ i angg: i
Dengan ini Mohon Pengembalian keleblhan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp............ | R

Untuk pengembalian yang kami mohon adalah : Beri tanda X pada kolam yang dipilih

a. Dibayar tunai 3
b. [ Pindah bukukan Padzs Bank............Norek. ...,

Sumbangkan kf:pada Negara
Konpens&s: dengan...

Bersama ini di 1amptrkan pula Beri tanda X pade kelom yang dipitih
Surat kuasa dari waiib pajak ( dalam hal dikuasaktan kepada orang/pihzie lain) j

B o

Fatocopy KTP /KK Wajib Pajak

Asli Surat setoran PBB-P2 {(88PD)

Asli SK Keberatan /SK Pengurangan /SK Pembetulan /Putusan Banding®)

Fotocopy Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan®)

Fotocopy SPPT/PBB-P2 tahun terakhir untuk objek pajak vang berkensan

k. Fotoeopy bukt Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS*) tahun terakhir untulk ohjek pajak yang berkenaan
Demikian atas perhatianoya disampailean terima kasih,

-

*) Coret yang tidak periu

sLrpaLassss IR IAsT NSRS

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS




TAMPRAN XXT

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR e.' TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMFO
PENGEMBALIAN SPOP /| PEMBAYARAN SPPT

mmoaom vmm Tm mun TMO

Nomer
Lampran
Pevilial ¢ Perwnohonan Penundaes: Tatiggal

Jatuh Tempo Pengembalian SFOP/
Jaluh Tempo Pembayaran SPPTT)
Yih. Kepala Perangkat Daerah
di
TEMPAT

Yang bertanda tengen dibawah ini !

Nama

Ne. KTP

Alamat

Desa/Kelurahan®)

Kota/Kabupaten®)

Sebagai wajib pq;ak[kuasa wapb pe,;ak*} PBB P2 atas tanah dan axau bangunan yang tcrlela]k di:

Alarnat TN criavvarasis ey avderny s iams No....... Tl s Den [ Lingk. .

Dess /kelurahan*) S NPT DRSPS oy PO Y

Kabupaten e o L L e ST R L AT

No.. SPPT/NQP CLICIO I T I T O0]  tahun pajake.e.e.e..
Tanggal diterimanya SPOPf SPPT:

Dengan int mengajukan penundaan : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
a. Tanggal jatuh rempo pengembalian SPOP

b, Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran SPPT* dengan alasan :

............................................................................................

Bersama ini di lampirkan pula : Beri tanda X pada kolem yang dipilih
1. Surat kuasa dari wajib pa]ak { dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak Iain)
2. Fotecopy KTF atau identitas lainnya dari wajib pajak
. B&linmarcmasereimiss (dokumen lam sesuai kebunhannya)

Demildan atas perhatiannya disampaikan terima kasih,

*) Coret yang tidak perlu

............. i A PRSI BAJAR
e asn s o s )
BUPATI TOBA,
Cap/dto
o e POLTAK SITORUS

GAHONY SIANIPAR, SH
: = A Tk.I
19671217 200604 1 002
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LAMPRAN X1

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT LHP

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PERANGKAT DAERAH
Jl. A.B. h:lalah; Kampleks Perkantaran Simanjalo Balige (22311)
Laman : www lobakalvyo i Pos-el |

‘wr-'.‘-lmi '\- 1 13 JLT]M.LI' funi
————

LAPORAN HASI, PEMERIKSAAN
NOMOT 5 oo onsanisrinsivanis

Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas;

Penelitian di Kantor 1.............00000, DL e P e e e
Penelitian di Lapangan Nomor ¢ ... TERGEEI 1acissssonsvisrssvinmmmmmnmire o GO LT TR
Telah dilalaikan penelitian di Kantor pada tanggal,....... sampai dengan tanggal. ..

Terhadap pemohon Pengajuan Keberatan
Melalui surat nomor.............T

I. UMUM
NOF
Alamat OBJEK Pajak
Tanun Pajaik
Jenis Ketetapan
PBB-P2 Terhutang
18 DAEARHU‘KUM
L. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraiwran Daerul Kabupaten Tobs Nomor 1 Tehun 2024 lenlang Pajuk Daeval dun Retrfbusi Daerah
Iii. HASIL PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan di Lapangan

3

IV. EESIMPFULAN

1. Resimpulan
2. Baran
Balige,.....ocooiiirerennnns
Menyetujui Penigas Peneliti [ Petugas Penelifi I
Wajib Pajak
(s cezvssgivimaes ) ) (R )
PERANGEAT DAERAH Memgetahui,
KEPALA BIDANG KEPALA SUB BIDANG
e e ) (ovccsmemmmaiise } [oerieeeasinnrannnns )
BUPATI TOBA,
Cap/dto

POLTAK SITORUS




LAMPRAN XX

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK STIKER DAN BANNER PEMBERITAHUAN BAGL PENUNGGAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Conioh :

PEMBERITAHUAN

Peraturan Bupati Kal n Toba @ Tahun 2024

Wajib Pajak segera melunasi tunggakan PBB-P2 dalam waktu 7 x 24 sejak disampaikan pemberitahuan ini, atan
‘menghubungi petugas pajak Desa/kelurahan Setempat atau Perangkat Daerah Kabupaten Toba

_ PERANGKAT DAERAH
TERHITUNG SEJAK TANGGAL :

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

E PEMBHN A T‘k
\L_IB ﬁﬁ”lm'z 200604 1 002



LAMPRAN XXIV

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAE BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

S— et S ——]

| | SURAT KETERANGAN TANAH/SURAT KETERANGAR DESA ATAU mmm !
fsmr KETERANGAN LAINNYA YANG SEJENIS :

PEMERINTAH EABUPATEN TOBA

KECAMATAN.. e
KANTOR KEPALA DESA/&ELUR:‘HRN
L P T P e AN
EAREEL L e T R s TS S SR R

SURAT KETERANGAN HAK ATAS BUMU DAN/ ATAU BANGUNAN
Nomor ;

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa /Lurah.......ccooooiiiinniinn.n KEoamatan. .o evrenns Kabupaten Toba bersama ini
menerangkan bahwa :

Nomor Persil

Luas Tanah

Jumiah Bangunan

Lusas bangunan

Alamat Tanah dan/atau bangunan
Nama (Pemilik /Pengelola/Pengusaha®)
Alamat (pemilile/Pengelola/Pengusaha?)
NOP (Pendaftaran dengan cara mulase)

03 O G B9

Berdasarkan ( catatan kami/pemerilksaan lapangan®) Tanah dan/atau bangunan tersebut di atas (dimilili/dikelola /dilcuasai*) oleh
Seudara sebagaimana tersebut d iatas.
Demildan surat keterangan ini dibuat degan schenarnya, sebagai persyaratan pengurusan SPPT PBB-P2.

*) pilih salah satu

KEPALA DESA/KELURAHAN

(Nama Terang)

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

9671217 200604 1 002



LAMPRAN XVII

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/ PENGURANGAN
SANKS! ADMINISTRATE

A. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF SECARA PERORANGAN

Wv rmonom mmmmlmmw m mumrw mmm

' - Yo ALY

Nomor
Lampran
Perihal . Permohonan Penghapusan/pengurangan Sanksi
Administratif PBB-PZ tahun.....coocovm e
Yth., Kepala Perangkst Daerah
di
TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama K TR TR R P AN i . MR ' A A i B T i W i i
No. KTP 1‘11lll[lIllll][lilmpnl_f[]][ll]]ll_l
Alamal N J [ TSNP UTUUP PR NO Teloooannnn, T RN T ST S
Desa/Kelurahan®) R o YN, (€ 1111 11 1 421 1 T O T RTINS NN VPRI AP
Kota/Kabupaten B e e s S S b R A S S PRI
Sebagai wajib pajak/kuasa waiih pajak®) PBB—P2 atas tanah dau atau bangunan yang terletajk di ;
Alamat £
Desa /kelurahan®)
Kabupaten
No.. SPPT/SKP*) g
Tanggal terima SPPT /SKFT)
Dengan ini Mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrative sebesar ,..... ) persen) dari
denda yang iercantum pada : Ben tanda X pada kolom yang dipiith
8. SPPT PBB-P2 tANNN.c.0evuereiseiaevaeirmssssesersiesnesneveenssnessnnss 1
b. SKPDKB/SKPDKEBT PBB-P2 N....ceveerieraresereseeraesenssnesaesnas tahun.. s ]
& EEPD PBB-F2 Ny sivceamviisrs drisesei i iveassaissssing 3T R [
Dengan alasan : Beri tanda X pada kolom: yang dipiiih
a. Terlambat menerima SPPT karenza hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak O
= T S O {sesuai kebutuhan) D
Bersama ini dilampirkan Beri tanda X pada kolom yang diplih

Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

Surat kuasa dari wajib pajak ( daiam hal dikuasakan kepada orang/pihai lain)
Fotocopy KTP / KK Wajib Pajak

Fotocopy SPPT/SKPDKE/SKPDKET/ STPD*) PBB-P2) tahun pajek yang berkenszan
Tanda buldti pembavaran /lunas PBB-P2

Surat Keterangan vang mendukung alasan pengajuan permohonan

De:mikza.n atas perhatnannya disampaikan terima kasih,

Al o S

o

*) Coret yang tidak perla
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIE PAJAK %)
T J
BUPATI TOBA,
Cap/dto

POLTAK SITORUS

4BINA TE.I
19671217 200604 1 002



3.

B. PERMOHONAN PENGHAPIISAN /PENGIRANGAN SANKS! ADMINISTATIF SECARA KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN.....occovenermsrsrmsaenes
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....;qu

e-mall r.ie. e
Nomor
Lampiran
Perihal . Permohonan Penghapusan/Pengurangan

Sanksi Administvadf PBB-P2 tahun.........
Ytk Kepeala Perangkal Daerah

ai
TEMPAT

Yang bertanda 1angan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah®) S e

Kecamatan

Dengan ini Mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi admunisiranive sebesar ... % {eererirsnnnseeen. PErSED) darl

denda yang tercantum pada :
Beritanda X pada kolom yang dipthh

&: SPPT PBBPD. ccvimiseimmainmimisisimsesias v e E
b. SKPDKB/SKPDKBT PBE-P2 No....cccvrerrancnns talun. e
C. STPD PBB-P2 NO...cviererrrrmmrrrerrmerrnrrrnnrrrsssanes tahun............. D
Dengan alasan : Beri tanda X pada kelom yang dipilih
a. Fotocopy surat tanah dan/atau bangunan (sertifikat atau akta) |
b. Fotocopy tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan /hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan ]
Bersama ini dilampirkan : Beri tanda X pada kolorm yang dipilih
1. Daftar nama waijib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/iurah

Dan diketahui camat. ]
2. Fotocopy KTp/Surat keterangan kependudukan /Kartu keluarga dari wajib pajak
3. Potocopy SPPT/SKPDER/SSKPDKBT/STEDY) PEE-P2 tahun pajak yang berkenaan
4. Tanda buku pembayaran/lunas PBEB-P2 (S8PD/STTS)
3. Surat keterangan vang menduliung slasan pengsiuan permohonan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

¥} Coret yang tidak perlu

MENGETAHUL, o e
CAMAT. . vmm s KEPALA DESA/LURAH. ..o
(-0 mss snmss s usssnan siaasis cvsoser ) oo ovssin e v e )
BUPATI TOBA,
Cap/dto
— POLTAK SITORUS

ses@ai dengan aslinva
KEPALA BAGMN HUKUM
\B TOBA

A Tk.I



